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ABSTRAK 

 

IMPLEMENTASI HAK MENDAPATKAN BANTUAN HUKUM 

TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  

PERDAGANGAN ORANG 

 

Oleh 

Revaldo Michebel Turnip 

 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menegaskan bahwa 

advokat sebagai penegak hukum memiliki kewajiban memberikan bantuan hukum 

kepada setiap orang yang membutuhkan. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 54 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menjamin hak 

tersangka atau terdakwa untuk memperoleh bantuan hukum, termasuk bagi pelaku 

tindak pidana perdagangan orang. Namun, dalam praktiknya, penerapan ketentuan 

tersebut seringkali belum berjalan optimal. Masih ada terdakwa, khususnya dari 

kalangan ekonomi lemah, tidak memperoleh pendampingan hukum yang memadai 

meskipun ancaman pidananya berat. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan 

mengenai efektivitas implementasi hak bantuan hukum sebagaimana diatur dalam 

KUHAP, sehingga penelitian ini berfokus pada pelaksanaan bantuan hukum 

terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang serta faktor-faktor 

penghambatnya. 

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan yuridis 

empiris. Penelitian ini tidak hanya mengkaji peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, tetapi juga menggali data empiris melalui wawancara mendalam dengan 

hakim, penasihat hukum, serta aparat penegak hukum lainnya di Pengadilan Negeri 

Tanjung Karang. Selain itu, penelitian ini mempergunakan bahan hukum primer 

berupa KUHAP dan peraturan terkait, bahan hukum sekunder berupa literatur, 

jurnal, dan hasil penelitian sebelumnya, serta bahan hukum tersier sebagai 

pendukung. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif 

dengan cara mengaitkan aspek normatif dengan kenyataan praktik di lapangan, 

sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai 

kesenjangan antara teori hukum dengan praktik peradilan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 54 KUHAP belum 

dilaksanakan secara merata dalam setiap perkara pidana, khususnya dalam perkara 

tindak pidana perdagangan orang yang menjadi objek penelitian. Meskipun 

terdakwa dalam perkara tersebut diancam dengan pidana penjara di atas lima tahun 

sehingga secara normatif berhak memperoleh bantuan hukum, dalam praktiknya
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hak tersebut tidak selalu dipenuhi. Kondisi ini berdampak pada tidak optimalnya 

perwujudan asas fair trial. Beberapa faktor yang memengaruhi keadaan tersebut 

salah satunya adalah keterbatasan anggaran negara dalam penyediaan bantuan 

hukum, yang berimplikasi pada minimnya jumlah advokat yang bersedia 

melakukan pendampingan. 

Saran dari penelitian ini adalah adanya peningkatan optimalisasi pendanaan yang 

berpengaruh terhadap ketersediaan advokat dalam memberikan bantuan hukum 

secara pro bono. Selain itu, perlu dilakukan perluasan jaringan advokat yang 

bersedia memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, serta peningkatan 

koordinasi antara lembaga bantuan hukum dan aparat penegak hukum. Pengawasan 

terhadap pelaksanaan bantuan hukum pada setiap tahapan proses peradilan juga 

perlu diperketat agar tidak hanya bersifat formalitas. Di sisi lain, diperlukan upaya 

edukasi hukum kepada masyarakat secara berkelanjutan, khususnya bagi kelompok 

rentan dan kurang mampu, agar mereka memahami hak konstitusionalnya untuk 

memperoleh pendampingan hukum. Dengan demikian, pemenuhan hak atas 

bantuan hukum diharapkan dapat terlaksana secara lebih efektif dan adil, sehingga 

perlindungan hak asasi terdakwa dalam perkara tindak pidana perdagangan orang 

dapat diwujudkan. 

Kata Kunci: Bantuan Hukum, Pasal 54 KUHAP,  Tindak Pidana Perdagangan 

Orang.



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

IMPLEMENTATION OF THE RIGHT TO LEGAL AID FOR 

PERPETRATORS OF THE CRIME OF 

HUMAN TRAFFICKING 

 

By 

Revaldo Michebel Turnip 

 

Law Number 18 of 2003 on Advocates affirms that advocates, as law enforcers, 

have an obligation to provide legal assistance to individuals in need. This provision 

is in line with Article 54 of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP), 

which guarantees the right of suspects or defendants to obtain legal assistance, 

including those involved in the crime of human trafficking. However, in practice, 

the implementation of these provisions has often not been carried out optimally. 

Many defendants, particularly those from economically disadvantaged 

backgrounds, do not receive adequate legal representation despite facing severe 

criminal sanctions. This condition raises concerns regarding the effectiveness of 

the implementation of the right to legal assistance as stipulated in the KUHAP. 

Therefore, this study focuses on the implementation of legal aid for perpetrators of 

human trafficking crimes and the factors that hinder its effective application. 

This research employs a normative juridical method with an empirical juridical 

approach. The study examines relevant laws and regulations and is complemented 

by empirical data obtained through in-depth interviews with judges, defense 

counsels, and other law enforcement officials at the Tanjung Karang District Court. 

The research utilizes primary legal materials in the form of the KUHAP and related 

regulations, secondary legal materials consisting of literature, journals, and 

previous studies, as well as tertiary legal materials as supporting references. The 

collected data were analyzed qualitatively by correlating normative legal 

provisions with actual practices in the field to obtain a comprehensive 

understanding of the gap between legal theory and judicial practice.
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The findings indicate that the implementation of Article 54 of the KUHAP has not 

been applied consistently in every criminal case, particularly in human trafficking 

cases examined in this study. Although defendants in such cases face imprisonment 

exceeding five years and are therefore normatively entitled to legal assistance, this 

right is not always fulfilled in practice. This situation adversely affects the 

realization of the principle of a fair trial. One of the contributing factors is the 

limited state budget allocated for legal aid, which results in a shortage of advocates 

willing to provide legal assistance. 

Based on these findings, this study recommends optimizing legal aid funding to 

improve the availability of advocates providing pro bono legal services. In addition, 

expanding networks of advocates willing to offer free legal assistance and 

strengthening coordination between legal aid institutions and law enforcement 

agencies are necessary. Supervision of the implementation of legal aid at every 

stage of the judicial process should also be enhanced to ensure that it is not merely 

a formality. Furthermore, continuous legal education for the public, particularly 

for vulnerable and underprivileged groups, is essential to increase awareness of 

their constitutional right to legal representation. Through these measures, the 

fulfillment of the right to legal aid is expected to be more effective and equitable, 

thereby ensuring the protection of defendants’ human rights in human trafficking 

cases. 

Keywords: Legal Aid, Article 54 KUHAP, Human Trafficking.
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Trust in God, for with Him the future is assured and there is no reason to worry 

 

 

“Sebab TUHAN, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan 

menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan 

meninggalkan engkau; janganlah takut dan janganlah patah hati.” 

 

(Ulangan 31:8) 

 

 

“Karena walau Ia mendatangkan susah, Ia juga menyayangi menurut kebesaran 

kasih setia-Nya.” 

 

(Ratapan 3:32) 

 

 

“Mintalah, maka akan diberikan kepadamu; carilah, maka kamu akan mendapat; 

ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu.” 

 

(Matius 7:7) 

 

 

“Sebab segala sesuatu yang terjadi dalam hidupmu merupakan pelajaran 

berharga yang telah Tuhan rencanakan bagimu. Janganlah khawatir karena 

Tuhan akan menggenapi segalanya” 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia adalah negara hukum yang berpegang pada prinsip keadilan sesuai 

dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila kelima, yaitu "Keadilan Sosial Bagi 

Seluruh Rakyat Indonesia." Hal ini sejalan dengan penjelasan UUD 1945 yang 

menyebutkan bahwa Indonesia didasarkan atas hukum, yang menjunjung tinggi 

nilai keadilan dan kesetaraan di mata hukum. Pasal 28D ayat (1) menegaskan bahwa 

setiap individu berhak atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang 

adil serta perlakuan yang setara. Sebagai konsekuensi, hukum harus ditempatkan di 

posisi tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menjadi pedoman utama 

dalam kehidupan masyarakat sehari-hari untuk mendukung proses penegakan 

hukum secara adil dan merata.  

Prinsip equality before the law menjamin bahwa setiap individu memiliki hak yang 

sama tanpa pengecualian, terlepas dari status sosial, ekonomi, atau politik mereka. 

Dalam hukum Indonesia, prinsip ini memastikan perlakuan adil bagi semua pihak, 

mencegah diskriminasi, dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan, salah 

satunya yaitu dengan mendapatkan bantuan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, 

bantuan hukum adalah layanan yang diberikan oleh ahli hukum kepada masyarakat 

yang membutuhkan, khususnya mereka yang kurang mampu secara finansial. 

Tujuannya adalah membantu menegakkan hak-hak individu, memastikan 

perlindungan hukum yang adil, serta mendorong kesadaran hukum dalam 

masyarakat agar tercipta sistem peradilan yang lebih inklusif dan berkeadilan.1  

 
1 Angga, A., & Arifin, R., Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia, 

DIVERSI: Jurnal Hukum, Kediri, Vol. 4, No. 2, 2019, hlm. 218-236. 



2 

 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, 

bantuan hukum diartikan sebagai jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma 

oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima 

Bantuan Hukum sendiri adalah individu atau kelompok yang tidak mampu secara 

finansial. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang 

dikenal sebagai Undang-Undang Bantuan Hukum, hadir sebagai upaya untuk 

memastikan akses keadilan (access to justice) bagi semua orang, terutama mereka 

yang kurang mampu, agar hak-haknya atas bantuan hukum dapat terpenuhi. 

Lahirnya undang-undang ini menunjukkan kesadaran negara, khususnya 

pemerintah, dalam mengemban tanggung jawabnya. Undang-undang ini menjadi 

peluang penting yang harus dimanfaatkan untuk mendukung terwujudnya akses 

terhadap keadilan secara lebih merata.2 

Pada tahun 2014, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Nomor 1 Tahun 2014 

mengenai Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di 

Pengadilan. Peraturan ini, secara tidak langsung, menggantikan Surat Edaran 

Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian 

Bantuan Hukum.3 Ruang lingkup layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu 

yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2014 meliputi pembebasan biaya 

perkara, penyelenggaraan sidang di luar gedung pengadilan, serta penyediaan pos 

bantuan hukum. Layanan ini berlaku di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan 

Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara." 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 mengatur profesi advokat, termasuk 

kewajiban memberikan bantuan hukum gratis bagi masyarakat kurang mampu guna 

mewujudkan akses keadilan yang merata. Advokat berperan dalam menegakkan 

hukum, melindungi hak asasi manusia, serta memastikan individu yang tidak 

mampu tetap memperoleh pembelaan yang layak dalam sistem peradilan.  

 
2 Achmad, D., Peranan mahasiswa fakultas hukum sebagai pelaksana bantuan hukum (legal aid) 

kepada masyarakat, Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Bandar Lampung, Vol. 9, No. 1, 2015, hlm. 

17-32. 
3 ASH, MA terbitkan PERMA Bantuan Hukum Prodeo, Hukumonline.com, 

http://m.hukumonline.com/berita/baca/it52df6d97d3c/MA-Terbitkan-PERMA-bantuan prodeo, 

diakses pada Senin, 14 April 2025, Pukul 15.06 WIB. 
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Selain menjadi pendamping hukum bagi klien, advokat juga berkontribusi dalam 

menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak individu, 

sehingga keadilan dapat dijamin bagi semua pihak, tanpa diskriminasi.4 

Negara memiliki tanggung jawab hukum untuk melaksanakan hak asasi manusia 

sebagaimana diatur dalam berbagai instrumen internasional, termasuk perjanjian, 

konvensi, dan deklarasi yang mengikat secara moral maupun hukum. Deklarasi 

Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948 menjadi landasan utama dalam 

menetapkan standar dasar HAM global, memastikan bahwa setiap individu 

memiliki hak atas kebebasan fundamental serta kesetaraan di depan hukum tanpa 

diskriminasi. Deklarasi ini menegaskan bahwa negara harus melindungi, 

menghormati, dan memenuhi hak-hak tersebut melalui kebijakan dan mekanisme 

hukum yang efektif. 5 

Instrumen HAM internasional secara khusus menjamin perlindungan hak dalam 

proses peradilan. UDHR 1948 menetapkan prinsip dasar melalui Pasal 7 

(kesetaraan hukum), Pasal 10 (peradilan independen), dan Pasal 11 (praduga tak 

bersalah). Prinsip ini dikonkretkan dalam ICCPR 1966 yang mengikat secara 

hukum, dimana Pasal 2 mewajibkan negara menyediakan bantuan hukum bagi 

terdakwa tidak mampu. Pasal 6-7 ICCPR melindungi hak pekerja layak, sementara 

Pasal 13 menekankan pendidikan hukum preventif. Instrumen-instrumen ini saling 

melengkapi membangun sistem perlindungan hukum yang menyeluruh.6 

Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) 

1966 melalui Pasal 14 menjamin persidangan yang adil, termasuk hak terdakwa 

untuk mengetahui tuduhan, menyusun pembelaan, dan mendapatkan bantuan 

hukum gratis bagi yang tidak mampu. Ketentuan ini sangat penting dalam kasus 

kompleks seperti tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang memiliki ancaman 

hukuman berat.  

 
4 Kinanty, D., Putri, P. A., & Lubis, F. 2023. Peranan Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum 

Kepada Orang Yang Tidak Mampu Berdasarkan UU No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, 

As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, Vol. 5, No. 2, 2023, hlm. 451-461. 
5 Marentek, Y. S., Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut 

Hukum Internasional. Lex Privatum, Vol. 6, No. 9, 2018, hlm. 180-187. 
6 Ibid. hlm. 180-187. 
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Bersama ICCPR dan UDHR, ICESCR membentuk sistem perlindungan HAM yang 

mewajibkan negara menyediakan peradilan yang transparan dan non-diskriminatif. 

Implementasi aturan ini mencerminkan komitmen negara terhadap keadilan inklusif 

dan perlindungan hak setiap individu.7 

Bantuan hukum diberikan oleh lembaga atau organisasi yang menjadi Pemberi 

Bantuan Hukum kepada masyarakat yang membutuhkan (Penerima Bantuan 

Hukum). Untuk bisa menerima bantuan hukum, seseorang harus mengajukan 

permohonan secara tertulis yang berisi: 

1. Identitas lengkap pemohon. 

2. Penjelasan singkat mengenai masalah hukum yang dihadapi. 

3. Dokumen pendukung terkait perkara yang dimohonkan bantuannya. 

4. Surat keterangan tidak mampu dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat 

setingkat di tempat tinggal pemohon.8 

Pemohon tidak memiliki surat keterangan miskin, maka bisa diganti dengan 

dokumen seperti Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Bantuan 

Langsung Tunai (BLT), Kartu Beras Miskin (Raskin), atau dokumen lain yang 

membuktikan kondisi ekonomi tidak mampu. Jika pemohon tidak memiliki 

identitas resmi, Pemberi Bantuan Hukum dapat membantu mendapatkan surat 

keterangan alamat sementara atau dokumen pendukung lainnya dari instansi 

berwenang. 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang 

mencakup eksploitasi manusia dengan ancaman hukuman 3 tahun hingga mati. 

Meski extraordinary crime, pelaku tetap berhak mendapatkan bantuan hukum 

(Pasal 18 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan 

Pasal 56 KUHAP) sesuai prinsip equality before the law (Pasal 27 ayat 1 UUD 

1945). Pendampingan hukum penting untuk memastikan peradilan adil, terutama 

pelaku dari kalangan ekonomi lemah yang tidak paham konsekuensi hukumnya.9 

 
7 Ibid. hlm. 180-187. 
8 Syukri, M. E., & Sakin, A., Mekanisme Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di 

Kabupaten Sinjai, Jurnal Ilmiah Administrasita', Vol. 8, No. 2, 2017, hlm. 161-179. 
9 DM, M. Y., et al., Pentingnya Penasehat Hukum Dalam Persidangan Pidana, Jurnal Pendidikan 

dan Konseling (JPDK), Vol. 5, No. 2, 2023, hlm. 1104-1111. 
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Karakteristik khusus tindak pidana perdagangan orang sering kali melibatkan 

pelaku yang tidak sepenuhnya menyadari bahwa tindakan mereka merupakan 

kejahatan. Banyak kasus menunjukkan keterlibatan perantara tenaga kerja, 

mucikari, atau pihak yang mempekerjakan anak di jalanan, yang beroperasi dalam 

struktur ekonomi informal dan kerap menganggap aktivitas mereka sebagai bentuk 

pertolongan atau pekerjaan biasa. Ketidaktahuan ini juga didukung oleh rendahnya 

tingkat pendidikan dan pemahaman hukum di kalangan pelaku lapangan, sehingga 

praktik eksploitasi sering terjadi tanpa mereka menyadari dampak hukumnya.  

Kondisi ini menunjukkan pentingnya edukasi hukum dan pendekatan yang lebih 

holistik dalam menangani kasus tindak pidana perdagangan orang, guna mencegah 

keterlibatan individu yang secara sosial dan ekonomi rentan dalam jaringan 

perdagangan orang. Mayoritas pelaku tindak pidana perdagangan orang tingkat 

rendah berasal dari kalangan marginal yang terdesak kondisi ekonomi dan 

keterbatasan pekerjaan, membuat mereka rentan terlibat dalam jaringan tindak 

pidana perdagangan orang. Pasal 56 KUHAP memastikan mereka tetap memiliki 

hak pembelaan dengan bantuan hukum bagi terdakwa tidak mampu. Hal ini 

semakin penting mengingat ancaman pidana tindak pidana perdagangan orang yang 

berat, seperti penjara bertahun-tahun dan denda hingga Rp600.000.000,00, yang 

sering kali tidak sebanding dengan kondisi ekonomi pelaku lapangan.10  

Bantuan hukum menjadi langkah krusial dalam menjamin keadilan sosial bagi 

kelompok rentan yang sulit mengakses peradilan. Selain melindungi hak-hak 

mereka, bantuan hukum juga berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat 

akan hak dan kewajiban, sekaligus mendorong pemahaman hukum yang lebih luas. 

Dengan adanya bantuan hukum, individu yang kurang mampu tidak hanya 

mendapatkan perlindungan hukum, tetapi juga memperoleh kesempatan untuk 

memahami dan menavigasi sistem hukum dengan lebih baik. Hal ini berkontribusi 

pada terciptanya sistem hukum yang lebih inklusif, berkeadilan, dan mampu 

menjamin perlindungan bagi seluruh lapisan masyarakat.11 

 
10 Arifin, R. M., & Jaenuri, J., Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana 

Perdagangan Orang Dalam Perspektif Korporasi Sebagai Pelaku, AL-ASHLAH: Jurnal Hukum 

Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 2, No. 2, 2023, hlm. 121-137. 
11 “HADIS, J. T. TRAFFICKI G PEREMPUA DALAM HADIS (Kajian Ma’anil Hadis)”. 
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Pendampingan hukum dalam kasus tindak pidana perdagangan orang juga 

berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap potensi kesewenang-wenangan 

penegakan hukum. Praktik di lapangan seringkali menunjukkan bahwa pelaku 

tingkat rendah justru menjadi sasaran utama penangkapan, sementara aktor 

intelektual di belakangnya sulit dijerat. Penasihat hukum berperan penting untuk 

memastikan proses hukum berjalan adil, menguji unsur kesengajaan (mens rea), 

dan membedakan tingkat partisipasi masing-masing pelaku. Tanpa pendampingan 

yang memadai, berpotensi terjadi ketidakadilan di mana pelaku kecil menanggung 

beban hukum yang tidak sebanding dengan peran mereka dalam jaringan tindak 

pidana perdagangan orang.12 

Pendampingan hukum dalam tindak pidana perdagangan orang bukan sekadar 

membela pelaku, melainkan menjaga integritas sistem peradilan. Prinsip due 

process dan fair trial harus tetap berlaku meski dalam kasus serius seperti tindak 

pidana perdagangan orang. Bantuan hukum memastikan penegakan hukum tidak 

represif, tetapi tetap berkeadilan restoratif dan melindungi HAM, terutama bagi 

pelaku yang juga korban ketimpangan sosial-ekonomi.13 Dalam praktik peradilan 

pidana Indonesia, masih ditemukan beberapa kasus tindak pidana perdagangan 

orang di mana terdakwa tidak mendapatkan pendampingan hukum yang memadai, 

meskipun menghadapi tuntutan pidana yang berat. Berikut beberapa contoh kasus 

yang relevan: 

1. Kasus Pekerja Migran Ilegal di Bandar Lampung (2024) 

Dalam Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2024/PN Tjk, terdakwa Tati Nawati 

didakwa melakukan perekrutan tenaga kerja secara ilegal dengan modus 

penipuan. Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan alternatif, yaitu Pasal 2 

ayat 1 UU No. 21 Tahun 2007 terkait eksploitasi pekerja migran secara ilegal. 

Pasal 81 jo. Pasal 69 UU No. 18 Tahun 2017 terkait penempatan tenaga kerja 

tanpa izin resmi. Majelis hakim menjatuhkan hukuman berdasarkan Pasal 81 jo. 

Pasal 69 UU No. 18 Tahun 2017, dengan pidana maksimum 10 tahun penjara 

dan denda paling banyak Rp 15.000.000.000,00, menunjukkan keseriusan 

pelanggaran terkait eksploitasi pekerja migran. Penerapan Pasal 54 KUHAP 

dalam putusan ini belum optimal, karena terdakwa tidak mendapatkan 

pendampingan hukum sebagaimana haknya.  

 
12 Riyantika, S. A., Analisis Sistem Perlindungan Hukum Kepada Korban Dalam Kasus Tindak 

Pidana Perdagangan Orang di Indonesia, Tesis, (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2021). 
13 Penyusun, T., Sejawat, P., & Cipta, L. H., Diskursus dan Pemetaan Kepentingan Para Aktor dalam 

Pembaruan Kitab Undang-Undang. 
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Padahal, hak atas bantuan hukum merupakan bagian dari asas praduga tak 

bersalah yang harus dijunjung tinggi, guna menjamin keadilan bagi terdakwa 

dalam proses peradilan dan mencegah pelanggaran hak asasi manusia selama 

proses hukum berlangsung. 

2. Kasus Pekerja Migran Ilegal di Nunukan (2023) 

Seorang terdakwa berinisial "S" yang berperan sebagai calo penempatan pekerja 

migran ilegal ke Malaysia diadili tanpa pendampingan penasihat hukum. Meski 

hanya berperan sebagai pelaku lapangan dengan imbalan Rp500.000 per orang, 

terdakwa dijerat dengan Pasal 2 UU TPPO dengan ancaman hukuman 5 tahun 

penjara. Pengadilan Negeri Nunukan dalam putusannya No. 

127/Pid.Sus/2023/PN Nnk tidak mencantumkan adanya penasihat hukum, 

padahal terdakwa berasal dari keluarga miskin dan buta hukum. 

3. Kasus Eksploitasi Anak Jalanan di Surabaya (2022) 

Dalam Putusan No. 342/Pid.Sus/2022/PN Sby, seorang ibu rumah tangga yang 

mempekerjakan 3 anak tetangga untuk mengamen diproses tanpa pendampingan 

hukum. Terdakwa menganggap perbuatannya sebagai bentuk bantuan kepada 

keluarga miskin, namun dijerat dengan Pasal 6 Undang-Undang TPPO tentang 

eksploitasi anak. Catatan persidangan menunjukkan tidak adanya penasihat 

hukum yang mendampingi meski ancaman hukumannya mencapai 10 tahun. 

Praktik peradilan pidana Indonesia dalam kasus tindak pidana perdagangan orang 

(TPPO) menunjukkan pertentangan yang mengkhawatirkan. Meski Undang-

Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang menjatuhkan ancaman hukuman berat 

hingga 15 tahun penjara, implementasi Pasal 54 KUHAP tentang hak bantuan 

hukum masih jauh dari optimal, khususnya bagi terdakwa dari kalangan marginal. 

Untuk membangun sistem peradilan pidana yang berkeadilan, diperlukan reformasi 

menyeluruh dalam implementasi bantuan hukum perkara tindak pidana 

perdagangan orang. Penguatan mekanisme monitoring oleh Komisi Yudisial dan 

Mahkamah Agung, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta optimalisasi 

peran Organisasi Bantuan Hukum menjadi langkah strategis yang mendesak.14  

Penting untuk memberikan pemahaman hukum yang mudah dimengerti 

masyarakat, terutama yang kurang beruntung, dan mempermudah proses pengajuan 

bantuan hukum sejak awal kasus. Mahkamah Konstitusi sudah menegaskan bahwa 

hak mendapatkan bantuan hukum adalah hak dasar, khususnya dalam kasus-kasus 

berat.  

 
14 Tarigan, R. S., Menuju Negara Hukum yang Berkeadilan, (Ruang Karya Bersama, 2024). 
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Hal ini bukan sekadar formalitas, tapi bukti nyata bahwa Indonesia benar-benar 

negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan dan hak asasi manusia.15 Tindak 

Pidana Perdagangan Orang merupakan kejahatan serius yang termasuk dalam 

kategori kejahatan terhadap kemanusiaan (crime against humanity). Meskipun 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Pasal 54 dan Pasal 56) secara tegas 

mengatur hak terdakwa untuk mendapatkan pendampingan penasihat hukum 

terutama bagi mereka yang tidak mampu, dalam praktik penegakan hukum 

ditemukan banyak kasus dimana pelaku tindak pidana perdagangan orang tidak 

mendapatkan pendampingan hukum yang memadai. 

Mengacu pada latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk menelitii secara 

mendalam tentang implementasi jaminan pendampingan hukum bagi pelaku tindak 

pidana perdagangan orang dari kalangan tidak mampu, faktor-faktor yang 

menghambat pemenuhan hak konstitusional tersebut dalam sistem peradilan pidana 

Indonesia, serta merumuskan model ideal sistem pendampingan hukum yang 

efektif dan berkeadilan bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang dari kalangan 

tidak mampu, dengan mempertimbangkan aspek hukum, sosial, dan ekonomi. 

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat diidentifikasi dua pokok 

permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti, yaitu:  

a. Bagaimanakah implementasi hak mendapatkan bantuan hukum terhadap pelaku 

tindak pidana perdagangan orang?  

b. Apakah faktor penghambat dalam implementasi hak mendapatkan bantuan 

hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang? 

 

 

 

 

 
15 Bowo, D. P., Praktik Perlindungan Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana dalam Sistem 

Peradilan Pidana Indonesia, Lex Administratum, Vol. 8, No. 4, 2020. 
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2. Ruang Lingkup  

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah ilmu hukum pidana, dengan kajian 

tentang hak atas bantuan hukum terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana 

perdagangan orang. Ruang lingkup lokasi penelitian ini adalah di Pengadilan 

Negeri Tanjung Karang kelas 1A, dengan waktu penelitian yaitu Tahun 2025. 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka adapun tujuan 

yang ingin dicapai melalui penelitian skripsi ini adalah:  

a. Untuk mengetahui implementasi hak mendapatkan bantuan hukum terhadap 

pelaku tindak pidana perdagangan orang. 

b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam implementasi hak 

mendapatkan bantuan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang. 

 

2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini terdapat 2 (dua) macam, yaitu: 

a. Kegunaan Teoritis  

Penelitian ini diharapkan bisa membantu pengembangan ilmu hukum, terutama di 

bidang hukum pidana dan hak asasi manusia, dengan menyoroti betapa pentingnya 

penerapan hak atas bantuan hukum untuk terdakwa dalam kasus tindak pidana 

perdagangan orang. Selain itu, penelitian ini juga berpotensi jadi bahan referensi 

yang bermanfaat bagi mahasiswa, akademisi, maupun peneliti hukum lainnya 

dalam memahami lebih dalam tentang konsep bantuan hukum dan bagaimana 

penerapannya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.  
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b. Kegunaan Praktis  

Secara praktis, penelitian ini bisa jadi referensi penting bagi aparat penegak hukum, 

seperti: 

1. Hakim 

Penelitian ini dapat membantu hakim memahami urgensi pendampingan hukum 

bagi terdakwa dalam menjamin prinsip fair trial. Dengan referensi ini, hakim 

dapat lebih mempertimbangkan aspek perlindungan hak asasi manusia dalam 

proses peradilan dan memastikan bahwa terdakwa yang tidak mampu 

memperoleh bantuan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

2. Jaksa 

Penelitian ini memberikan perspektif tentang pentingnya keseimbangan antara 

penegakan hukum dan perlindungan hak-hak terdakwa. Jaksa dapat memastikan 

bahwa dalam proses penuntutan, hak terdakwa untuk mendapatkan 

pendampingan hukum tetap terjamin, sehingga menghindari praktik yang 

berpotensi melanggar prinsip keadilan atau penyalahgunaan kewenangan. 

3. Advokat 

Penelitian ini menjadi referensi penting bagi advokat dalam memahami 

tantangan dan kendala yang dihadapi terdakwa terkait akses bantuan hukum. 

Dengan wawasan yang lebih mendalam, advokat dapat merancang strategi 

pembelaan yang lebih efektif serta meningkatkan advokasi untuk mendorong 

perbaikan sistem bantuan hukum, khususnya bagi kelompok rentan seperti 

korban perdagangan orang. 

4. Masyarakat 

Penelitian ini meningkatkan pemahaman publik tentang pentingnya 

pendampingan hukum, khususnya bagi pelaku TPPO dari kalangan kurang 

mampu. Masyarakat dapat berperan mengawasi proses peradilan dan mendorong 

kebijakan bantuan hukum yang lebih inklusif.  

Penelitian ini juga berperan dalam memperkuat sistem bantuan hukum bagi 

masyarakat yang kurang mampu, serta meningkatkan kesadaran hukum di kalangan 

masyarakat agar hak-hak mereka dalam peradilan tetap terlindungi, terutama bagi 

pelaku tindak pidana perdagangan orang. 
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D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

1. Kerangka Teoritis 

Kìerangka tìeoritis dalam pìenìelitian ini m ìerìupakan strìuktìur ataìu kìerangka yang 

digìunakan pìenìeliti ìuntìuk mìendìeskripsikan tìerkait tìeori, konsìep, dan gagasan yang 

bìerhìubìungan dìengan topik pìenìelitian yang akan dikaji. K ìerangka tìeoritis ini 

mìemiliki ìesìensi dalam prosìes pìenìelitian hìukìum karìena sangat bìergìuna dan 

mìempìermìudah pìenìeliti ìuntìuk mìemahami topik pìenìelitian sìecara objìektif sìerta 

mìembantìu dalam pìengìumpìulan data yang rìelìevan dan akìurat.16  Dalam pìenìelitian 

ini, kìerangka tìeoritis yang digìunakan yaitìu tìeori pìenìegakan hìukìum dan faktor-

faktor yang mìempìengarìuhi pìenìegakan hìukìum.  

a. Tìeori Pìelaksanaan Bantìuan Hìukìum 

Pìelaksana Bantìuan Hìukìum dalam Undang-Undang Bantìuan Hìukìum adalah 

Lìembaga Bantìuan Hìukìum maìupìun Organisasi Kìemasyarakatan, yang sìelanjìutnya 

disìebìut LBH dan Organisasi Kìemasyarakatan. Dalam Undang-Undang Mahkamah 

Agìung, khìusìusnya Pasal 42, Pìelaksana Bantìuan Hìukìum jìuga disìebìut sìebagai 

pìembìela. Sìemìentara itìu, Undang-Undang Kìekìuasaan Kìehakiman mìembìerikan 

pìengakìuan tìerhadap pìembìerian bantìuan hìukìum sìebagaimana tìercantìum dalam 

Pasal 38 ayat (2) hìurìuf d, yang dipìertìegas dalam Pasal 68C Undang-Undang 

Pìeradilan Umìum, yaitìu sìetiap Pìengadilan Nìegìeri wajib mìembìentìuk Pos Bantìuan 

Hìukìum. Pìembìerian bantìuan hìukìum bìerdasarkan Undang-Undang Bantìuan Hìukìum 

dilaksanakan olìeh Pìelaksana Bantìuan Hìukìum yang tìelah bìerbadan hìukìum, 

tìerakrìeditasi, mìemiliki kantor ataìu sìekrìetariat tìetap, mìemiliki pìengìurìus, sìerta 

mìenyìelìenggarakan program bantìuan hìukìum sìebagaimana diatìur dalam Pasal 8.17 

Undang-Undang Nomor 16 Tahìun 2011 tìentang Bantìuan Hìukìum pada dasarnya 

mìengatìur tata cara pìembìerian bantìuan hìukìum sìecara cìuma-cìuma bagi pìenìerima 

bantìuan hìukìum, yaitìu orang ataìu kìelompok orang miskin yang mìenghadapi 

pìersoalan hìukìum. Bìerdasarkan kìetìentìuan tìersìebìut, pìembìeri bantìuan hìukìum yang 

 
16 Imam Jalaludin Rifa’i, Metodologi Penelitian Hukum, (Sada Kurnia Pustaka: 2023), hlm. 43. 
17 Pujiarto, I. W., Kalo, S., & Ikhsan, E., Pelaksanaan Pemberi Bantuan Hukum Dikaitkan Dengan 

Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Arena Hukum, Vol. 8, No. 3, 2015, 

hlm. 318-341. 
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tìelah mìemìenìuhi syarat Undang-Undang bìerhak mìerìekrìut Advokat, Paralìegal, 

Dosìen, maìupìun Mahasiswa Fakìultas Hìukìum ìuntìuk mìembìerikan pìelayanan bantìuan 

hìukìum, baik dalam bìentìuk litigasi maìupìun nonlitigasi. Sìetìelah Undang-Undang 

Bantìuan Hìukìum dibìerlakìukan, pìemìerintah mìelalìui Kìemìentìerian Hìukìum dan HAM 

kìemìudian mìenìetapkan Pìermìenkìumham Nomor 3 Tahìun 2013 tìentang Tata Cara 

Vìerifikasi dan Akrìeditasi LBH ataìu Orkìemas yang mìembìerikan bantìuan hìukìum 

kìepada orang ataìu kìelompok orang miskin. Pìeratìuran ini disìusìun sìebagai pìelaksana 

kìetìentìuan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Bantìuan Hìukìum. 

Kìebìeradaan Undang-Undang Bantìuan Hìukìum bìesìerta pìeratìuran pìelaksananya 

mìencìerminkan komitmìen nìegara dalam mìenjamin aksìes kìeadilan, khìusìusnya bagi 

masyarakat miskin yang rìentan tìerhadap pìersoalan hìukìum. Pìersyaratan bagi 

Pìelaksana Bantìuan Hìukìum, sìepìerti bìerbadan hìukìum, tìerakrìeditasi, sìerta mìemiliki 

strìuktìur organisasi dan program kìerja yang jìelas, dimaksìudkan agar pìembìerian 

bantìuan hìukìum bìerjalan profìesional, transparan, dan akìuntabìel. Kìetìerlibatan 

advokat, paralìegal, dosìen, dan mahasiswa hìukìum tìurìut mìempìerlìuas jangkaìuan 

layanan, sìehingga prinsip ìeqìuality bìeforìe thìe law dapat diwìujìudkan sìecara nyata. 

Pada akhirnya, bantìuan hìukìum tidak hanya dipandang sìebagai kìewajiban formal, 

tìetapi jìuga sìebagai bagian dari pìenìegakan hìukìum ìuntìuk mìerìealisasikan tìujìuan 

hìukìum, yakni kìeadilan, kìepastian, dan kìemanfaatan bagi masyarakat.18 

b. Faktor-Faktor yang Mìempìengarìuhi Pìenìegakan Hìukìum 

Mìenìurìut Soìerjono Soìekanto, tìerdapat bìebìerapa faktor yang mìemìengarìuhi prosìes 

pìenìegakan hìukìum: 

1. Faktor Hìukìum  

Dalam praktik, sìering tìerjadi konflik antara k ìepastian hìukìum dan kìeadilan. 

Hal ini disìebabkan karìena kìeadilan bìersifat abstrak, sìemìentara kìepastian 

hìukìum mìengikìuti prosìedìur yang tìelah ditìetapkan sìecara normatif. Ol ìeh 

karìena itìu, kìebijakan ataìu tindakan yang tidak sìepìenìuhnya bìerbasis hìukìum 

dapat dianggap dapat dibìenarkan sìelama tidak bìertìentangan dìengan atìuran 

hìukìum yang bìerlakìu. Pìenyìelìenggaraan hìukìum tidak hanya mìelibatkan 

pìenìegakan hìukìum (law ìenforcìemìent) tìetapi jìuga mìenjaga kìedamaian (pìeacìe 

maintìenancìe), yang mìerìupakan ìupaya mìenyìelaraskan nilai-nilai hìukìum 

dìengan pola pìerilakìu nyata gìuna mìencapai kìehidìupan yang damai. 

 

 
18 Tri Andrisman, Penegakan Hukum Terhadap Iklan Obat-obatan Yang Menyesatkan, (Universitas 

Diponegoro: 2001), hlm. 76. 
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2. Faktor Pìenìegakan Hìukìum  

Pìeran hìukìum dan kìualitas mìentalitas ataìu kìepribadian pìetìugas pìenìegak 

hìukìum mìenjadi faktor pìenting dalam kìebìerhasilan pìenìegakan hìukìum. Jika 

pìeratìuran yang ada tìelah baik namìun kìualitas pìetìugas rìendah, maka akan 

timbìul masalah. Olìeh karìena itìu, mìentalitas sìerta intìegritas pìetìugas mìenjadi 

salah satìu kìunci ìutama kìebìerhasilan dalam pìenìegakan hìukìum. 

3. Faktor Sarana ataìu Fasilitas Pìendìukìung  

Sarana dan fasilitas pìendìukìung mìencakìup pìerangkat lìunak, sìepìerti 

pìendidikan, dan pìerangkat kìeras. Misalnya, pìendidikan bagi aparat sìepìerti 

polisi sìering kali bìerfokìus pada hal-hal praktis yang konvìensional. Sìelain itìu, 

tanggìung jawab polisi yang bìegitìu lìuas mìembìuat kìebìutìuhan akan sarana 

pìendìukìung mìenjadi lìebih mìendìesak. 

4. Faktor Masyarakat  

Pìenìegak hìukìum bìerasal dari masyarakat, d ìengan tìujìuan ìuntìuk mìenjaga 

kìedamaian di dalamnya. Masyarakat mìemiliki kìesadaran hìukìum yang 

bìeragam, dìengan tingkat kìepatìuhan hìukìum yang bisa tinggi, sìedang, ataìu 

rìendah. Tingkat kìepatìuhan hìukìum ini mìenjadi salah satìu indikator 

kìebìerhasilan pìenìerapan hìukìum dalam masyarakat. 

5. Faktor Kìebìudayaan  

Kìebìudayaan, mìenìurìut Soìerjono Soìekanto, mìemiliki fìungsi pìenting dalam 

mìengatìur pìerilakìu manìusia dan masyarakat. Kìebìudayaan mìenyìediakan 

pandìuan tìentang bagaimana sìesìeorang harìus bìertindak, bìerbìuat, dan bìersikap 

kìetika bìerintìeraksi dìengan orang lain. Dìengan dìemikian, kìebìudayaan 

bìerpìeran sìebagai atìuran dasar yang mìenìentìukan pìerilakìu yang dapat 

dilakìukan ataìu harìus dihindari.19 

 

Kìelima faktor ini saling bìerkaitan dalam kìebìerhasilan pìenìegakan hìukìum, dan jika 

salah satìu tìerabaikan, prosìesnya dapat tìerganggìu. Faktor pìenìegak hìukìum mìencakìup 

mìentalitas dan profìesionalismìe aparat dalam mìenjalankan tìugas sìecara adil. Sarana 

pìendìukìung, sìepìerti pìendidikan dan fasilitas tìeknis, mìemastikan kìelancaran 

opìerasional. Faktor masyarakat dan kìebìudayaan bìerpìengarìuh pada kìesadaran 

hìukìum sìerta kìepatìuhan tìerhadap atìuran. 

 

2. Konsìeptìual 

Kìerangka konsìeptìual mìerìupakan kìerangka yang mìenggambarkan kìetìerkaitan 

antara konsìep yang digìunakan dìengan istilah yang ingin ditìeliti. Istilah yang akan 

digìunakan tìersìebìut mìemiliki pìengìertian yang akan mìembìerikan pìenafsiran sìebagai 

bìerikìut:  

 
19 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum, (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2004), hlm. 42. 
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a. Implìemìentasi 

Implìemìentasi adalah prosìes pìenting ìuntìuk mìewìujìudkan gagasan dan mìencapai 

tìujìuan mìelalìui sìerangkaian langkah. Prosìes ini ditìerapkan dalam bìerbagai bidang, 

sìepìerti ìekonomi, pìendidikan, sosial, tìeknologi, dan lainnya.20 

b. Hak 

Dalam Kamìus Bìesar Bahasa Indonìesia, "hak" didìefinisikan sìebagai kìewìenangan 

ataìu kìekìuasaan ìuntìuk mìelakìukan sìesìuatìu yang tìelah ditìentìukan olìeh ìundang-

ìundang ataìu atìuran. Hak jìuga mìerìujìuk pada kìekìuasaan yang sah ìuntìuk mìenìuntìut 

sìesìuatìu, sìerta wìewìenang yang diakìui olìeh hìukìum.21  

c. Bantìuan Hìukìum 

Pìembìerian bantìuan hìukìum mìerìupakan ìupaya ìuntìuk mìembìerikan dìukìungan, 

nasihat, ataìu rìeprìesìentasi hìukìum kìepada individìu ataìu kìelompok yang 

mìembìutìuhkan, khìusìusnya mìerìeka yang tidak mampìu mìembayar jasa hìukìum. 

Tìujìuannya adalah ìuntìuk mìenjamin kìesìetaraan aksìes tìerhadap kìeadilan dan 

pìerlindìungan hìukìum, tanpa mìemandang kondisi finansial. Bantìuan hìukìum ini 

mìenjadi ìelìemìen pìenting dalam mìenciptakan sistìem pìeradilan yang adil dan mìerata, 

sìehingga sìemìua individìu mìemiliki pìelìuang yang sìetara ìuntìuk mìendapatkan 

kìeadilan dan pìembìelaan hìukìum.22 

d. Pìelakìu Tindak Pidana 

Pìelakìu tindak pidana adalah individìu ataìu kìelompok yang mìelakìukan pìerbìuatan 

yang mìelanggar hìukìum, baik dìengan sìengaja maìupìun tanpa kìesìengajaan, sìesìuai 

dìengan ìunsìur-ìunsìur yang ditìetapkan dalam pìeratìuran pìerìundang-ìundangan. 

Tindakan tìersìebìut dapat tìerjadi karìena niat ataìu karìena kìeadaan yang mìengarah 

pada akibat yang tidak diinginkan olìeh hìukìum.23 

 

 
20 Liputan6.com. diakses pada 19 April 2025. 
21 Alwi Hasan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Balai 

Pustaka, 2005). 
22 YLBHI dan PSHK, Panduan Bantuan Hukum Indonesia (Jakarta: YLBHI dan PSHK, 2006), hlm. 

47. 
23 Darto, A., et al., Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengidap 

Gangguan Kejiwaan dalam Perspektif Hukum Pidana, Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra, Vol. 1, No. 

2, 2023, hlm. 257-264. 
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e. Pìerdagangan Orang 

Pìerdagangan orang adalah pìelanggaran sìeriìus tìerhadap hak asasi manìusia, di mana 

korban dipìerlakìukan sìepìerti komoditas yang dipìerjìualbìelikan. Praktik ini tìerjadi 

sìecara global, dìengan bìentìuk yang komplìeks dan tìerìus bìerkìembang, yang tìetap 

mìenìempatkan manìusia dalam kondisi ìeksploitasi.24  

E. Sistìematika Pìenìulisan 

Sistìematika pìenìulisan dalam skripsi ini b ìertìujìuan ìuntìuk mìemìudahkan pìembaca 

sìerta pìenìulis lìebih mìudah mìemahami matìeri pìenìelitian ini sìecara garis bìesar. 

Adapìun sistìematika pìenìulisan yang digìunakan pìenìeliti dalam pìenìulisan skripsi ini 

adalah sìebagai bìerikìut: 

I. PENDAHULUAN 

Bagian ini mìengìuraikan latar bìelakang masalah yang mìenjadi dasar pìenìelitian, 

tìermasìuk ìurgìensi dan rìelìevansi dari topik yang dibahas. Pìendahìulìuan jìuga 

mìencakìup, rìumìusan masalah, tìujìuan pìenìelitian, manfaat pìenìelitian, sìerta rìuang 

lingkìup pìenìelitian.  

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bagian ini, dibahas bìerbagai tìeori dan konsìep yang rìelìevan, sìepìerti tìeori 

tìentang implìemìentasi hìukìum dan faktor-faktor yang mìempìengarìuhi pìenìegakan 

hìukìum. Sìelain itìu, tinjaìuan pìustaka jìuga mìengacìu pada sìejìumlah pìeratìuran pìenting, 

sìepìerti KUHAP, Undang-Undang Nomor 16 Tahìun 2011 tìentang Bantìuan Hìukìum. 

Tìujìuan bagian ini adalah mìembìerikan landasan tìeori ìuntìuk pìenìelitian dan 

mìembandingkan hasil pìenìelitian yang rìelìevan sìebìelìumnya. 

III. METODE PENELITIAN 

Bab ini mìemìuat mìetodìe pìenìelitian yang m ìencakìup pìendìekatan tìerhadap masalah, 

sìumbìer dan jìenis data yang digìunakan, pìenìentìuan narasìumbìer, prosìedìur 

pìengìumpìulan data, pìengolahan data, sìerta langkah-langkah analisis data. 

 

 
24 Farhana, Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 19. 
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IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bagian ini bìerisi kìesimpìulan dan rìekomìendasi dari hasil pìenìelitian. Kìesimpìulan 

mìembìerikan jawaban atas rìumìusan masalah yang tìelah ditìetapkan, sìemìentara 

rìekomìendasi ditìujìukan kìepada pìemìerintah, lìembaga bantìuan hìukìum, dan aparat 

pìenìegak hìukìum ìuntìuk mìeningkatkan aksìes kìeadilan, khìusìusnya bagi tìerdakwa 

yang tidak didampingi olìeh pìenasihat hìukìum dalam prosìes hìukìum. 

V. PENUTUP 

Bab ini mìerìupakan pìenìutìup yang bìerisi simpìulan sìebagai jawaban ìumìum atas 

pìermasalahan yang diangkat b ìerdasarkan hasil pìenìelitian. Sìelain itìu, bab ini jìuga 

mìemìuat saran-saran yang diharapkan dapat mìembìerikan manfaat bagi pihak-pihak 

tìerkait.



 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Hak-Hak Tìerdakwa dalam Hìukìum Acara Pidana 

1. Instrìumìen Hìukìum Intìernasional 

Bìerdasarkan instrìumìen-instrìumìen Hak Asasi Manìusia (HAM) intìernasional, nìegara 

diakìui sìebagai pihak yang sìecara hìukìum bìertanggìung jawab dalam mìenjamin 

pìelaksanaan HAM. Komitm ìen ini tìercìermin dalam Dìeklarasi Univìersal Hak Asasi 

Manìusia (DUHAM) yang mìenjadi fondasi bagi pìengakìuan hak-hak dasar sìetiap 

individìu. DUHAM mìenìegaskan bahwa pìenghormatan tìerhadap HAM adalah kìunci 

kìemìerdìekaan, kìeadilan, dan pìerdamaian dìunia. Mìeskipìun awalnya tidak mìengikat 

sìecara hìukìum, dìeklarasi ini tìelah mìemìengarìuhi pìerkìembangan hìukìum HAM global 

dìengan mìenìekankan pìerlindìungan kìebìebasan bìerpìendapat, bìeragama, sìerta hak 

ìuntìuk hidìup bìebas dari rasa takìut dan kìekìurangan. Sìebagai standar ìunivìersal, 

DUHAM dijadikan acìuan olìeh bangsa-bangsa dalam mìewìujìudkan pìerlindìungan 

HAM.25  

Kovìenan Intìernasional tìentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Bìudaya (ICESCR) 

1966 mìempìerkìuat tanggìung jawab nìegara dalam mìemìenìuhi hak-hak dasar, 

tìermasìuk hak atas prosìes pìeradilan yang adil. Pasal 14 ICESCR m ìenjamin bahwa 

sìetiap tìerdakwa bìerhak mìendapatkan informasi rinci tìentang tìudìuhan, waktìu dan 

fasilitas mìemadai ìuntìuk mìembìela diri, sìerta bantìuan hìukìum gratis jika tidak 

mampìu. Kovìenan ini mìenìegaskan prinsip fair trial, di mana nìegara wajib 

mìenyìediakan aksìes kìeadilan yang sìetara, tìermasìuk bagi mìerìeka yang kìurang 

mampìu.26 

 
25 Marentek, Y. S., Op. Cit, hlm. 180-187. 
26 Marentek, Y. S., Op. Cit, hlm. 180-187. 
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Dìeklarasi Univìersal Hak Asasi Manìusia (UDHR) 1948 jìuga mìenìegaskan prinsip-

prinsip dasar pìerlindìungan HAM dalam sist ìem pìeradilan. UDHR mìenjamin bahwa 

sìetiap orang bìerhak dipìerlakìukan sama di hadapan hìukìum dan dianggap tidak 

bìersalah sampai tìerbìukti bìersalah mìelalìui prosìes hìukìum yang adil. Dìeklarasi ini 

mìenìekankan pìentingnya pìengadilan yang indìepìendìen, tidak mìemihak, dan 

transparan, sìerta mìelarang diskriminasi dalam bìentìuk apa pìun. UDHR tidak hanya 

mìenjadi dasar moral tìetapi jìuga kìerangka hìukìum bagi pìengakìuan hak-hak 

tìerdakwa, tìermasìuk hak ìuntìuk diadili sìecara tìerbìuka dan dìengan martabat yang 

dihormati. Dìengan dìemikian, UDHR mìenjadi pijakan ìunivìersal bagi pìerlindìungan 

HAM dalam kontìeks pìeradilan pidana.27 

Kovìenan Intìernasional tìentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) 1966 mìengikat 

sìecara hìukìum dan mìengatìur pìerlindìungan rinci bagi tìerdakwa. ICCPR mìenjamin 

hak tìerdakwa ìuntìuk mìemahami tìudìuhan dalam bahasa yang dimìengìerti, mìembìela 

diri dìengan bantìuan hìukìum, sìerta bìebas dari pìenyiksaan ataìu pìengakìuan paksa. 

Kovìenan ini jìuga mìelindìungi hak tìerdakwa ìuntìuk mìenghadirkan saksi dan mìengìuji 

kìesaksian dari pihak lawan, sìebagai bagian dari prinsip dìuìe procìess of law. Sìebagai 

pìerjanjian yang mìengikat, ICCPR mìenìetapkan standar intìernasional yang harìus 

dipatìuhi nìegara-nìegara pihak, tìermasìuk Indonìesia, dalam mìenìegakkan kìeadilan 

yang bìeradab. Mìelalìui instrìumìen-instrìumìen ini, tanggìung jawab nìegara dalam 

mìemìenìuhi, mìelindìungi, dan mìenìegakkan HAM sìemakin dipìerkìuat..28 

Bìerdasarkan instrìumìen-instrìumìen HAM intìernasional, sìepìerti DUHAM, UDHR 

1948, ICCPR, dan ICESCR, nìegara mìemiliki tanggìung jawab hìukìum ìuntìuk 

mìengakìui, mìenghormati, mìelindìungi, mìemìenìuhi, dan mìenìegakkan hak asasi 

manìusia, tìermasìuk hak atas bantìuan hìukìum. DUHAM dan UDHR mìenìetapkan 

prinsip-prinsip dasar kìesìetaraan di dìepan hìukìum, pìerlindìungan dari diskriminasi, 

sìerta hak atas prosìes pìeradilan yang adil.   

 

 
27 Susanti, E., Politik Hukum Pidana, (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2019), hlm. 

73 
28 Susanti, E., Op. Cit, hlm. 73. 
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Sìemìentara itìu, ICCPR dan ICESCR mìempìerkìuat komitmìen ini dìengan mìewajibkan 

nìegara mìenyìediakan aksìes bantìuan hìukìum, khìusìusnya bagi kìelompok tidak 

mampìu, gìuna mìemastikan tìerwìujìudnya fair trial. Dìengan dìemikian, pìemìenìuhan 

hak atas bantìuan hìukìum bìukan hanya kìewajiban konstitìusional dan lìegal sìuatìu 

nìegara, tìetapi jìuga bagian intìegral dari pìerlindìungan HAM yang diakìui sìecara 

ìunivìersal. Nìegara harìus mìengambil langkah-langkah konkrìet, baik mìelalìui rìegìulasi 

maìupìun implìemìentasi di lapangan, agar sìetiap individìu tanpa tìerkìecìuali dapat 

mìempìerolìeh kìeadilan sìecara sìetara. 

2. Instrìumìen Hìukìum Nasional 

Hak ìuntìuk mìendapatkan bantìuan hìukìum bagi sìetiap individìu yang tìerlibat dalam 

sìuatìu pìerkara mìerìupakan hak asasi manìusia yang fìundamìental. Pìelaksanaan hak ini 

mìemìerlìukan jaminan konkrìet mìelalìui bìerbagai kìetìentìuan hìukìum sìebagai bìerikìut: 

1. UUD 1945 (Pasal 27 Ayat 1)  

Konstitìusi Indonìesia, UUD 1945, mìenjamin hak sìetiap warga nìegara ìuntìuk 

mìempìerolìeh pìerlindìungan hìukìum yang sìetara. Pasal 27 ayat (1) mìenyatakan 

bahwa sìemìua warga nìegara mìemiliki kìedìudìukan yang sama di dìepan hìukìum 

dan pìemìerintahan. Kìetìentìuan ini mìencakìup hak atas pìembìelaan hìukìum (right 

to lìegal coìunsìel), kìesìetaraan pìerlakìuan di hadapan hìukìum (ìeqìuality bìeforìe 

thìe law), dan jaminan kìeadilan bagi sìemìua pihak (jìusticìe for all). Prinsip-

prinsip ini mìenìuntìut nìegara ìuntìuk tidak hanya mìenjamin kìesìetaraan sìecara 

formal, tìetapi jìuga mìengambil langkah nyata agar aksìes tìerhadap kìeadilan 

dapat dinikmati sìelìurìuh lapisan masyarakat, tìermasìuk kìelompok rìentan dan 

tidak mampìu. 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahìun 1981 tìentang Hìukìum Acara Pidana 

(KUHAP)  

KUHAP mìerìupakan instrìumìen hìukìum yang mìengatìur sìecara rinci hak-hak 

tìersangka dan tìerdakwa dalam prosìes pìeradilan pidana, sìekaligìus 

mìenìegaskan kìewajiban aparat pìenìegak hìukìum ìuntìuk mìenghormati dan 

mìemìenìuhi hak-hak tìersìebìut. Salah satìu pìengatìuran pìenting tìerdapat dalam 

Pasal 54 dan Pasal 56 yang mìengatìur mìekanismìe mìempìerolìeh pìenasihat 

hìukìum sìejak dini, bahkan sìejak sìesìeorang ditìetapkan sìebagai tìersangka. Hal 

ini mìencìerminkan prinsip dìuìe procìess of law yang mìenjamin fair trial. Sìelain 

itìu, KUHAP jìuga mìengatìur hak ìuntìuk didampingi advokat sìelama 

pìemìeriksaan, hak ìuntìuk mìengajìukan kìebìeratan, hak ìuntìuk tidak mìembìerikan 

kìetìerangan yang mìembìeratkan diri sìendiri (nìemo tìenìetìur sìe ipsìum accìusarìe), 

sìerta hak ìuntìuk mìempìerolìeh ganti rìugi jika ditahan tanpa alasan yang sah. 

Dìengan dìemikian, KUHAP tidak hanya mìembìerikan pìerlindìungan 

prosìedìural, tìetapi jìuga mìenjadi instrìumìen pìenting dalam mìencìegah 

pìenyalahgìunaan kìekìuasaan olìeh aparat pìenìegak hìukìum.  
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3. Undang-Undang Nomor 18 Tahìun 2003 tìentang Advokat  

Undang-Undang Advokat mìengatìur profìesi advokat dan mìempìerlìuas jaminan 

bantìuan hìukìum bagi masyarakat. Tìerdiri dari 13 bab dan 36 pasal, ìundang-

ìundang ini mìencakìup pìengawasan praktik, hak dan kìewajiban advokat, 

honorariìum, sìerta layanan bantìuan hìukìum cìuma-cìuma (pro bono). Advokat 

diakìui sìebagai pìenìegak hìukìum yang indìepìendìen dìengan kìewajiban 

mìembìerikan bantìuan hìukìum, tìermasìuk bagi masyarakat tidak mampìu. 

Undang-ìundang ini jìuga mìengatìur organisasi advokat, kodìe ìetik, dan dìewan 

kìehormatan ìuntìuk mìenjaga intìegritas profìesi, sìekaligìus mìempìerkìuat aksìes 

kìeadilan bagi masyarakat. 

4. Undang-Undang Nomor 48 Tahìun 2009 tìentang Kìekìuasaan Kìehakiman  

Undang-Undang Kìekìuasaan Kìehakiman mìempìerkìuat prinsip pìeradilan yang 

indìepìendìen dan imparsial sìerta mìenjamin hak atas bantìuan hìukìum. Bab XI 

(Pasal 56 ayat 1 dan 2) mìenìegaskan bahwa sìetiap orang yang tìerlibat dalam 

pìerkara bìerhak didampingi pìenasihat hìukìum. Pasal 56 ayat (1) mìenyatakan 

bahwa pada sìetiap tingkat pìemìeriksaan, baik pidana, pìerdata, maìupìun tata 

ìusaha nìegara, pihak bìerpìerkara bìerhak mìempìerolìeh bantìuan hìukìum. 

Kìetìentìuan ini mìelampaìui jaminan KUHAP yang t ìerbatas pada pìerkara 

pidana, sìekaligìus mìenjamin aksìes bantìuan hìukìum, tìermasìuk bagi masyarakat 

miskin. 

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahìun 2011 tìentang Bantìuan Hìukìum  

Undang-Undang Bantìuan Hìukìum mìerìupakan implìemìentasi dari komitmìen 

Indonìesia tìerhadap Pasal 14 ayat (3) ICCPR (Intìernational Covìenant on Civil 

and Political Rights) yang mìengakìui hak sìetiap orang ìuntìuk mìempìerolìeh 

bantìuan hìukìum dalam prosìes pìeradilan. Undang-ìundang ini mìengatìur sìecara 

komprìehìensif mìengìenai dìefinisi bantìuan hìukìum, kritìeria pìenìerima 

(masyarakat miskin dan kìelompok rìentan), sìerta mìekanismìe pìermohonan 

bantìuan hìukìum. Sìelain itìu, ìundang-ìundang ini jìuga mìengatìur tìentang 

pìendanaan bantìuan hìukìum mìelalìui APBN/APBD, akrìeditasi lìembaga 

bantìuan hìukìum, sìerta sanksi bagi pihak yang m ìenghalangi pìembìerian bantìuan 

hìukìum. Dìengan adanya ìundang-ìundang ini, nìegara mìemiliki kìewajiban ìuntìuk 

mìemastikan bahwa masyarakat miskin dan k ìelompok marjinal dapat 

mìengaksìes kìeadilan tanpa tìerkìendala biaya. Hal ini mìerìupakan langkah majìu 

dalam mìewìujìudkan aksìes kìeadilan (accìess to jìusticìe) sìebagai bagian dari hak 

konstitìusional warga nìegara.29 

    

Bìerbagai kìetìentìuan hìukìum yang tìelah diìuraikan, tìerlihat bahwa hak ìuntìuk 

mìendapatkan bantìuan hìukìum mìerìupakan bagian intìegral dari pìerlindìungan hak 

asasi manìusia dan sistìem pìeradilan yang adil di Indonìesia. Jaminan ini tidak hanya 

bìersifat konstitìusional sìebagaimana tìercantìum dalam UUD 1945, tìetapi jìuga 

dipìerkìuat olìeh KUHAP, Undang-Undang Advokat, Kìekìuasaan Kìehakiman, dan 

Bantìuan Hìukìum.  

 
29 Ajie Ramdan, Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional 

Fakir Miskin, Jurnal Konstitusi, Vol. 2, No. 2, 2014, hlm. 23-32. 
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Sìetiap rìegìulasi tìersìebìut saling mìelìengkapi dalam mìemastikan bahwa sìetiap 

individìu, tìerìutama kìelompok miskin dan rìentan, mìempìerolìeh aksìes yang sìetara 

tìerhadap kìeadilan.  

B. Tinjaìuan Tìerhadap Bantìuan Hìukìum 

1. Pìengìertian Bantìuan Hìukìum 

Bantìuan hìukìum dalam arti lìuas mìerìujìuk pada ìupaya mìembìerikan dìukìungan hìukìum 

bagi kìelompok yang kìurang mampìu agar mìerìeka tìetap mìendapatkan pìerlindìungan 

dalam sistìem pìeradilan. Mìenìurìut Bìuyìung Nasìution, ìupaya ini mìencakìup tiga aspìek 

yang saling bìerhìubìungan, yaitìu pìenyìusìunan pìeratìuran hìukìum yang jìelas ìuntìuk 

mìemastikan kìepastian hìukìum, pìengawasan tìerhadap pìenìerapan atìuran agar tìetap 

dipatìuhi dan tidak disalahgìunakan, sìerta ìedìukasi masyarakat agar mìemahami dan 

mìengintìernalisasi atìuran hìukìum dalam kìehidìupan sìehari-hari. Dìengan pìendìekatan 

ini, bantìuan hìukìum bìerpìeran tidak hanya dalam prosìes pìeradilan, tìetapi jìuga dalam 

mìembangìun kìesadaran hìukìum masyarakat dan mìeningkatkan aksìes kìeadilan bagi 

kìelompok rìentan.30 

Mìenìurìut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahìun 2011, bantìuan hìukìum 

adalah jasa hìukìum gratis bagi masyarakat tidak mampìu, yang dipìerkìuat olìeh 

dìefinisi sìerìupa dalam Pìeratìuran Pìemìerintah Nomor 42 Tahìun 2013. Pìeratìuran 

PERADI Nomor 1 Tahìun 2010 mìenìegaskan bahwa bantìuan hìukìum mìencakìup 

konsìultasi, kìuasa hìukìum, pìendampingan, pìembìelaan, dan tindakan hìukìum lainnya 

tanpa biaya. Kìetiga rìegìulasi ini bìertìujìuan mìenjamin aksìes kìeadilan bagi masyarakat 

yang kìurang mampìu, sìerta mìenìegaskan tanggìung jawab nìegara dan advokat dalam 

mìembìerikan pìerlindìungan hìukìum.31  

Undang-Undang Nomor 18 Tahìun 2003 tìentang Advokat mìenyatakan bahwa 

bantìuan hìukìum mìerìupakan tanggìung jawab sosial advokat ìuntìuk mìenjamin aksìes 

kìeadilan bagi masyarakat.  

 
30 Adnan Buyung Nasution, Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marginal terhadap Keadilan, 

Tinjauan Sejarah,Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan, (Jakarta: LBH Jakarta, 2007), 

hlm. 13. 
31 Frans Hendra Winarta, Pro Bono Publico; Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk 

Memperoleh Bantuan Hukum, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 21. 
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Pasal 31 mìenìegaskan bahwa sìetiap orang yang dìengan sìengaja mìenjalankan 

pìekìerjaan profìesi Advokat dan bìertindak sìeolah-olah sìebagai Advokat. PERADI  

mìewajibkan advokat mìembìerikan layanan hìukìum pro bono minimal 60 jam pìer 

tahìun. Layanan ini mìencakìup konsìultasi, pìenyìusìunan dokìumìen, nìegosiasi, mìediasi, 

dan pìendampingan di pìengadilan.  

Implìemìentasinya diatìur dalam PERADI Nomor 1 Tah ìun 2010 dìengan prinsip no 

cìurìe no pay, di mana advokat tidak mìenìerima bayaran jika pìerkara tidak bìerhasil. 

Pìelanggaran tìerhadap kìewajiban ini dapat dikìenai sanksi olìeh Dìewan Kìehormatan. 

Undang-ìundang advokat mìembìeri kìebìebasan kìepada advokat ìuntìuk mìenìentìukan 

kìelayakan pìenìerima bìerdasarkan profìesionalismìe dan hati nìurani. Kapolri pìernah 

mìenyampaikan bahwa bantìuan hìukìum tidak hanya tìerbatas pada hìukìum pidana dan 

pìerdata, tìetapi jìuga mìencakìup bidang lain sìepìerti hìukìum tata nìegara, administrasi 

pìemìerintahan, dan hìukìum intìernasional. Ini mìembìuka pìelìuang pìembìerian bantìuan 

hìukìum di lìuar pìengadilan, tìermasìuk dalam ìurìusan pìerìumahan, imigrasi, dan 

masalah hìukìum intìernasional. Sìelain itìu, bantìuan hìukìum jìuga mìencakìup bimbingan 

dan pìenyìulìuhan hìukìum, yang mìempìerlìuas cakìupan sasaran kìepada masyarakat 

yang mìembìutìuhkan di bìerbagai aspìek.32 

Jaksa Agìung Rìepìublik Indonìesia pìernah mìendìefinisikan bantìuan hìukìum dalam 

lingkìup yang lìebih tìerbatas, yaitìu sìebagai bìentìuk pìembìelaan yang dibìerikan kìepada 

tìerdakwa olìeh pìenasihat hìukìum sìelama bìerlangsìungnya prosìes hìukìum. Pìembìelaan 

ini mìencakìup pìendampingan dan rìeprìesìentasi hìukìum pada tahap pìemìeriksaan 

pìendahìulìuan, di mana fakta-fakta kasìus mìulai digali, hingga tahap pìemìeriksaan di 

pìengadilan, yang mìenjadi arìena pìenìentìuan statìus hìukìum tìerdakwa. Bantìuan hìukìum 

ini dirancang ìuntìuk mìemastikan bahwa tìerdakwa mìendapat pìerlakìuan yang adil dan 

hak-haknya sìebagai individìu dihormati sìepanjang prosìes hìukìum. Dalam pìengìertian 

ini, bantìuan hìukìum tidak hanya sìekadar dìukìungan tìeknis, tìetapi jìuga mìerìupakan 

wìujìud nyata dari prinsip kìeadilan dalam sist ìem pìeradilan pidana, yang bìerfìungsi 

ìuntìuk mìelindìungi hak asasi sìetiap orang yang mìenjalani prosìes hìukìum.  

 
32 Bambang Sunggono dan Aries Harianto, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, (Bandung: CV. 

Mandar Maju, 2009), hlm. 9. 
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Sìelain mìenjamin aksìes pìembìelaan bagi tìerdakwa, bantìuan hìukìum jìuga bìerpìeran 

dalam mìenjaga kìesìeimbangan antara kìepìentingan nìegara dalam pìenìegakan hìukìum 

dan pìerlindìungan hak individìu agar tidak tìerjadi tindakan sìewìenang-wìenang sìelama 

prosìes pìeradilan. Dìengan dìemikian, bantìuan hìukìum mìenjadi ìelìemìen fìundamìental 

dalam mìenciptakan sistìem hìukìum yang inklìusif, transparan, dan bìeroriìentasi pada 

pìerlindìungan hak asasi manìusia.33 Istilah bantìuan hìukìum dalam praktiknya 

mìerìujìuk pada tiga konsìep ìutama, yaitìu lìegal aid, lìegal assistancìe, dan lìegal 

sìervicìe. Mìeskipìun sìering digìunakan sìecara bìergantian, kìetiganya mìemiliki 

oriìentasi, cakìupan, dan tìujìuan yang bìerbìeda dalam pìembìerian layanan hìukìum. 

Pìemahaman tìerhadap pìerbìedaan ini pìenting ìuntìuk mìelihat bagaimana bantìuan 

hìukìum diwìujìudkan, baik sìebagai bìentìuk pìerlindìungan hak bagi masyarakat tidak 

mampìu, layanan profìesional advokat, maìupìun ìupaya mìewìujìudkan kìeadilan yang 

inklìusif bagi sìemìua lapisan masyarakat. B ìerikìut pìenjìelasan mìengìenai masing-

masing konsìep: 

1. Lìegal aid mìerìujìuk pada bantìuan hìukìum yang dibìerikan sìecara gratis kìepada 

individìu yang tidak mampìu sìecara finansial. Sistìem ini bìerlandaskan prinsip 

kìeadilan sosial, bìertìujìuan mìembìerikan aksìes pìembìelaan hìukìum bagi 

masyarakat miskin yang tidak mampìu mìenyìewa pìenasihat hìukìum pribadi. 

Fokìus ìutama lìegal aid adalah mìenìegakkan hìukìum dìengan mìelindìungi hak-

hak rakyat kìecil yang kìurang mìemahami aspìek lìegal. 

2. Lìegal assistanc ìe mìemiliki cakìupan lìebih lìuas dibandingkan lìegal aid karìena 

mìencìerminkan pìeran pìenasihat hìukìum sìebagai ahli yang mìembìerikan 

layanan hìukìum kìepada siapa saja, baik masyarakat miskin ma ìupìun mìerìeka 

yang mampìu mìembayar jasa hìukìum. Mìeskipìun sìering dikaitkan dìengan 

bantìuan hìukìum bagi kìelompok rìentan, lìegal assistancìe lìebih bìeroriìentasi 

pada profìesi hìukìum dan bisa bìersifat bìerbayar. 

3. Lìegal sìervicìe, sìebagaimana dipìerkìenalkan olìeh Clarìencìe J. Diaz, mìencakìup 

pìelayanan hìukìum yang lìebih lìuas. Konsìep ini mìenìekankan bahwa sìetiap 

individìu, tanpa mìemandang statìus ìekonomi, bìerhak atas nasihat dan 

pìerlindìungan hìukìum. Tìujìuannya adalah mìenghapìus diskriminasi dalam aksìes 

hìukìum, mìemastikan kìeadilan bagi masyarakat yang mìembìutìuhkan, sìerta 

mìendorong pìenyìelìesaian sìengkìeta mìelalìui pìendìekatan damai. Dìengan 

dìemikian, lìegal sìervicìe bìerpìeran mìenjaga agar sistìem hìukìum tìetap inklìusif 

dan tidak hanya bìerpihak pada mìerìeka yang mìemiliki sìumbìer daya 

finansial.34 

 

 
33 Ibid. hlm. 12. 
34 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, (Jakarta: Sinar Grafika, 

2015), hlm. 334. 
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2. Konsìep Bantìuan Hìukìum 

Konsìep bantìuan hìukìum adalah jasa hìukìum gratis bagi individìu ataìu kìelompok 

kìurang mampìu gìuna mìemastikan aksìes kìeadilan dan pìerlindìungan hak asasi. 

Bantìuan ini mìencakìup pìendampingan, pìembìelaan, dan konsìultasi hìukìum. Pasca 

Rìevolìusi Prancis, bantìuan hìukìum mìulai diintìegrasikan kìe dalam sistìem yìuridis 

dìengan mìenìekankan kìesìetaraan hak warga dalam pìembìelaan di pìengadilan. Hingga 

awal abad kìe-20, bantìuan hìukìum dipandang sìebagai pìekìerjaan mìulia tanpa 

imbalan, mìencìerminkan nilai kìemanìusiaan dan mìenjadi awal pìengakìuan hak asasi 

manìusia dalam hìukìum modìern, yang mìendorong sistìem pìeradilan lìebih adil bagi 

kìelompok kìurang bìerdaya.35 

Konsìep bantìuan hìukìum hingga kini sìelalìu dikaitkan dìengan cita-cita nìegara 

kìesìejahtìeraan (wìelfarìe statìe), di mana pìemìerintah mìemiliki tanggìung jawab ìuntìuk 

mìemastikan kìesìejahtìeraan rakyatnya. Bantìuan hìukìum mìenjadi bagian dari program 

pìeningkatan kìesìejahtìeraan masyarakat, khìusìusnya di bidang sosial, politik, dan 

hìukìum. Diskìusi tìentang bantìuan hìukìum jìuga tidak tìerlìepas dari pìembahasan 

mìengìenai konsìep hìukìum modìern. Bambang Sìunggono dan Ariìes Harianto 

mìenyatakan bahwa bantìuan hìukìum bìerkaitan ìerat dìengan fìenomìena hìukìum itìu 

sìendiri. Program bantìuan hìukìum bìerpìeran pìenting dalam pìemìerataan kìeadilan dan 

pìembangìunan hìukìum di Indonìesia. 36  

Konsìep hìukìum modìern mìempìerlìuas pandangan bahwa hìukìum tidak hanya 

bìerfìungsi sìebagai sarana pìengìendalian ataìu kontrol sosial, tìetapi jìuga sìebagai alat 

ìuntìuk mìendorong pìerìubahan dalam masyarakat. Dìengan dìemikian, bantìuan hìukìum 

mìemiliki pìeran stratìegis dalam mìenciptakan sistìem hìukìum yang lìebih inklìusif dan 

progrìesif.37 Konsìep bantìuan hìukìum di Indonìesia tìerìus bìerkìembang dan bìelìum 

sìepìenìuhnya mapan. Sìecara ìumìum, tìerdapat dìua pìendìekatan ìutama dalam program 

bantìuan hìukìum, khìusìusnya bagi masyarakat miskin dan kìurang mìemahami hìukìum.  

 

 
35 Bambang Sunggono dan Aries Harianto, Op. Cit, hlm. 11. 
36 Adnan Buyung Nasution, Op. Cit, hlm. 20. 
37 Bambang Sunggono dan Aries Harianto, Op. Cit, hlm. 20. 
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Bantìuan hìukìum tradisional bìerfokìus pada pìendampingan individìu dìengan 

pìendìekatan formal-lìegal yang cìendìerìung pasif, sìemìentara bantìuan hìukìum 

konstitìusional bìersifat kolìektif dan bìertìujìuan mìeningkatkan kìesadaran hìukìum, 

mìempìerkìuat dìemokrasi, sìerta mìembìela hak asasi manìusia. Kìedìua konsìep ini 

mìencìerminkan ìupaya bìerkìelanjìutan ìuntìuk mìempìerlìuas aksìes kìeadilan bagi sìelìurìuh 

masyarakat.38 Yìesmil Anwar dan Adang mìengidìentifikasi tiga konsìep ìutama dalam 

bantìuan hìukìum: 

1. Konsìep Bantìuan Hìukìum Tradisional: Pìelayanan hìukìum yang dibìerikan 

sìecara individìual kìepada masyarakat miskin d ìengan pìendìekatan yang pasif 

dan sangat formal-lìegal. Konsìep ini mìelihat pìermasalahan hìukìum dari sìudìut 

pandang normatif, yaitìu sìemata-mata bìerdasarkan hìukìum yang bìerlakìu. 

Fokìusnya adalah pìembìelaan hìukìum tìerhadap kasìus-kasìus yang sìecara hìukìum 

mìembìutìuhkan pìendampingan. 

2. Konsìep Bantìuan Hìukìum Konstitìusional: Bantìuan hìukìum yang bìertìujìuan 

lìebih lìuas, sìepìerti mìeningkatkan kìesadaran masyarakat miskin akan hak-hak 

mìerìeka sìebagai sìubjìek hìukìum, sìerta mìendìukìung pìenìegakan nilai-nilai hak 

asasi manìusia ìuntìuk mìempìerkìuat nìegara hìukìum. Bantìuan ini bìersifat lìebih 

aktif dan dibìerikan sìecara kolìektif kìepada kìelompok masyarakat yang 

mìembìutìuhkan. 

3. Konsìep Bantìuan Hìukìum Strìuktìural: Kìegiatan yang bìertìujìuan mìenciptakan 

kondisi yang mìemìungkinkan hìukìum bìerpìeran dalam mìengìubah strìuktìur 

sosial yang tidak adil mìenjadi lìebih sìeimbang. Bantìuan hìukìum strìuktìural 

bìerìupaya mìenjamin pìersamaan kìedìudìukan di bidang hìukìum dan politik, sìerta 

mìengatasi kìemiskinan strìuktìural mìelalìui pìerìubahan dalam sistìem hìukìum dan 

pìelaksanaannya.39 

 

Konsìep bantìuan hìukìum di Indonìesia mìencìerminkan pìerkìembangan sistìem hìukìum 

dan kìebìutìuhan masyarakat. Bantìuan hìukìum tradisional bìerfokìus pada 

pìendampingan individìu dalam pìenyìelìesaian kasìus bìerdasarkan norma hìukìum yang 

bìerlakìu, tanpa mìempìertimbangkan dampak kolìektif. Mìekanismìe bantìuan hìukìum 

kolìektif sìepìerti class action bìelìum ditìerapkan pada sistìem hìukìum Indonìesia. 

Sìemìentara itìu, bantìuan hìukìum konstitìusional bìertìujìuan mìembangìun nìegara hìukìum 

yang kokoh dìengan prinsip dìemokrasi dan pìenghormatan Hak Asasi Manìusia.  

 

 
38 Bambang Sunggono dan Aries Harianto, Op, Cit, hlm. 26. 
39 Muhammad Yasin, Panduan Bantuan Hukum di Indonesia, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 

2014), hlm. 469. 
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Konsìep ini bìeroriìentasi pada pìembìerdayaan masyarakat miskin agar mìemahami 

hak-hak mìerìeka, sìerta mìempìerkìuat nilai kìeadilan sosial dalam sist ìem hìukìum 

nasional. Bantìuan hìukìum bìukan sìekadar mìenyìelìesaikan kasìus, tìetapi jìuga 

mìeningkatkan aksìes masyarakat tìerhadap kìeadilan sìecara lìebih lìuas. 

 

3. Tìujìuan Dari Pìembìerian Bantìuan Hìukìum 

Bìerdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahìun 2011, Tìujìuan pìembìerian 

bantìuan hìukìum, yaitìu: 

a. Mìenjamin dan mìemìenìuhi hak bagi Pìenìerima Bantìuan Hìukìum ìuntìuk 

mìendapatkan aksìes kìeadilan; 

b. Mìewìujìudkan hak konstitìusional sìegala warga nìegara sìesìuai dìengan prinsip 

pìersamaan kìedìudìukan didalam hìukìum; 

c. Mìenjamin kìepastian pìenyìelìenggaraan Bantìuan Hìukìum dilaksanakan sìecara 

mìerata di sìelìurìuh wilayah Nìegara Rìepìublik Indonìesia; dan 

d. Mìewìujìudkan pìeradilan yang ìefìektif, ìefisiìen, dan dapat dipìertanggìungjawabkan. 

Sìecara ìumìum, tìujìuan pìembìerian bantìuan hìukìum adalah ìuntìuk mìembìerikan aksìes 

pìerlindìungan hìukìum bagi masyarakat miskin, sìehingga mìerìeka dapat mìempìerolìeh 

kìeadilan sìecara sìetara. Sìelain itìu, program bantìuan hìukìum bìertìujìuan ìuntìuk 

mìendorong pìembarìuan dan pìerbaikan dalam sistìem pìeradilan, mìemastikan bahwa 

prosìes hìukìum bìerjalan transparan, akìuntabìel, dan sìesìuai dìengan prinsip kìeadilan. 

Dìengan pìendìekatan ini, bantìuan hìukìum tidak hanya mìenjadi layanan bagi 

masyarakat, tìetapi jìuga mìenjadi instrìumìen pìenting ìuntìuk mìenciptakan sistìem 

hìukìum yang lìebih bìerintìegritas dan inklìusif.40 Mìenìurìut Pasal 3 Undang-Undang 

Nomor 16 Tahìun 2011 tìentang Bantìuan Hìukìum, pìembìerian bantìuan hìukìum 

mìemiliki tìujìuan ìutama ìuntìuk mìendìukìung tìerciptanya aksìes kìeadilan bagi 

masyarakat, khìusìusnya mìerìeka yang kìurang mampìu. Sìelain itìu, arti dan tìujìuan 

bantìuan hìukìum di Indonìesia jìuga tìercìermin dalam anggaran dasar Lìembaga 

Bantìuan Hìukìum (LBH), yang mìemiliki cakìupan kìegiatan yang lìebih lìuas sìerta 

arahan yang lìebih jìelas.  

 

 
40 Febri Handayani, Op. Cit, hlm. 133. 
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Tìujìuan-tìujìuan tìersìebìut mìelipìuti: 

1. Mìembìerikan layanan hìukìum kìepada masyarakat yang mìembìutìuhkannya, 

tìerìutama mìerìeka yang tidak mampìu mìengaksìes jasa hìukìum sìecara mandiri. 

2. Mìengìedìukasi masyarakat dìengan tìujìuan mìeningkatkan kìesadaran akan hak-

hak mìerìeka sìebagai sìubjìek hìukìum, sìehingga mìerìeka dapat lìebih mìemahami 

dan mìempìerjìuangkan hak-hak tìersìebìut dalam sistìem hìukìum. 

3. Mìendorong pìembarìuan hìukìum sìerta pìerbaikan pìelaksanaan hìukìum di 

bìerbagai bidang, gìuna mìenciptakan sist ìem hìukìum yang lìebih ìefìektif, adil, dan 

rìesponsif tìerhadap kìebìutìuhan masyarakat.41 

 

Mìelalìui pìendìekatan ini, program bantìuan hìukìum tidak hanya bìerfokìus pada 

pìembìerian pìelayanan hìukìum sìecara langsìung, tìetapi jìuga bìertìujìuan 

mìembìerdayakan masyarakat sìerta bìerkontribìusi pada pìembangìunan sistìem hìukìum 

yang lìebih baik dan inklìusif di Indonìesia. Tìujìuan Program Bantìuan Hìukìum 

mìencakìup bìebìerapa aspìek pìenting yang bìeroriìentasi pada pìeningkatan aksìes 

kìeadilan dan pìembìerdayaan masyarakat, yaitìu: 

1. Aspìek Kìemanìusiaan  

Program bantìuan hìukìum bìertìujìuan ìuntìuk mìeringankan bìeban masyarakat 

yang kìurang mampìu, tìerìutama dalam m ìenghadapi prosìes hìukìum di 

pìengadilan.  

Dìengan adanya bantìuan hìukìum, golongan masyarakat yang tidak mampìu 

sìecara finansial tìetap mìemiliki pìelìuang ìuntìuk mìendapatkan pìembìelaan sìerta 

pìerlindìungan hìukìum yang adil. Tìujìuan ini mìenìekankan pìentingnya kìeadilan 

bagi sìemìua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. 

2. Pìeningkatan Kìesadaran Hìukìum  

Bantìuan hìukìum jìuga bìertìujìuan ìuntìuk mìeningkatkan pìemahaman masyarakat 

tìerhadap hak dan kìewajiban mìerìeka dalam kontìeks hìukìum. Program ini 

diharapkan mampìu mìendorong tingkat kìesadaran hìukìum masyarakat, 

sìehingga mìerìeka lìebih mampìu mìenghargai hìukìum mìelalìui tindakan dan sikap 

yang mìencìerminkan kìepatìuhan tìerhadap prinsip kìeadilan. Pìeningkatan 

kìesadaran hìukìum ini tidak hanya mìembìeri dampak individìu, tìetapi jìuga 

bìerkontribìusi pada pìengìuatan bìudaya hìukìum dalam masyarakat sìecara 

kìesìelìurìuhan.42 

 

 

 

 

 
41 Adnan Buyung Nasution, Op, Cit, hlm. 4. 
42 Ibid, hlm. 9. 
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4. Urgìensi Pìembìerian Bantìuan Hìukìum 

Bìerbìeda dìengan Undang-Undang Nomor 16 Tahìun 2011 yang mìembatasi pìenìerima 

bantìuan hìukìum bìerdasarkan ìekonomi, Undang-Undang Advokat mìembìerikan 

kìebìebasan kìepada advokat ìuntìuk mìenìentìukan kìelayakan pìenìerima bantìuan hìukìum 

bìerdasarkan profìesionalismìe dan hati nìurani. Kapolri jìuga mìenyampaikan bahwa 

bantìuan hìukìum tidak hanya tìerbatas pada hìukìum pidana dan pìerdata, tìetapi 

mìencakìup bidang lain sìepìerti hìukìum tata nìegara, administrasi pìemìerintahan, dan 

hìukìum intìernasional. Ini mìembìuka pìelìuang pìembìerian bantìuan hìukìum di lìuar 

pìengadilan, sìepìerti dalam masalah pìerìumahan, imigrasi, ataìu isìu intìernasional. 

Sìelain itìu, bantìuan hìukìum jìuga mìelipìuti bimbingan dan pìenyìulìuhan hìukìum, 

mìempìerlìuas cakìupan kìepada masyarakat yang mìembìutìuhkan di bìerbagai aspìek 

kìehidìupan.43 

Bantìuan hìukìum adalah jasa hìukìum yang dibìerikan sìecara cìuma-cìuma olìeh Pìembìeri 

Bantìuan Hìukìum kìepada orang ataìu kìelompok orang miskin, sìebagaimana 

didìefinisikan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahìun 2011 tìentang 

Bantìuan Hìukìum. Bantìuan ini mìencakìup pìendampingan, pìembìelaan, konsìultasi, dan 

pìenyìulìuhan hìukìum dalam pìerkara pidana, pìerdata, maìupìun tata ìusaha nìegara. 

Tìujìuannya adalah ìuntìuk mìenjamin hak konstitìusional sìetiap warga nìegara atas 

pìersamaan kìedìudìukan di hadapan hìukìum dan mìewìujìudkan aksìes kìeadilan bagi 

masyarakat tidak mampìu, sìesìuai dìengan prinsip nìegara hìukìum yang diatìur dalam 

UUD 1945.  

Pìembìerian Bantìuan Hìukìum Bìerdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahìun 2003 

tìentang Advokat mìenìegaskan ìurgìensi pìembìerian bantìuan hìukìum sìebagai bìentìuk 

tanggìung jawab sosial profìesi advokat dalam mìewìujìudkan prinsip ìeqìuality bìeforìe 

thìe law. Pìengatìuran ini bìersifat impìeratif dìengan mìekanismìe pìengawasan Dìewan 

Kìehormatan, mìencìerminkan komitmìen profìesi hìukìum sìebagai garda tìerdìepan 

pìenìegakan hak konstitìusional atas bantìuan hìukìum.44  

 
43 Sajogyo, Meningkatkan Martabat Buruh Tani, Sinar Harapan, (Jakarta: YLBHI dan PSHK, 1980), 

hlm. 2. 
44 Ahmad Arif Maulana Muflikh, Dwi Ermawati Hert, Candra Aditya Purba, dan Bintang 

Bataradewa S. Silalahi, Bantuan Hukum Pro Bono Sebagai Pilar Strategis Dalam Penegakan Hak 

Asasi Manusia Di Indonesia, Media Hukum Indonesia (MHI), Vol. 2, No. 5, 2025, hlm. 361-368. 
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Pìembìerian bantìuan hìukìum bagi pìelakìu tindak pidana pìerdagangan orang sangat 

pìenting ìuntìuk mìenjamin prinsip fair trial (pìeradilan yang adil). Kasìus tindak 

pidana pìerdagangan orang sìering mìelibatkan jaringan kìejahatan tìerorganisir, di 

mana banyak pìelakìu tingkat rìendah sìebìenarnya adalah korban ìeksploitasi ataìu 

bìerasal dari kìelompok rìentan. Tanpa pìendampingan pìenasihat hìukìum, tìerdakwa 

bìerisiko tidak mìemahami prosìes hìukìum, tidak mampìu mìengìungkap pìeran 

sìebìenarnya dalam jaringan kìejahatan, ata ìu bahkan dipaksa mìengakìu di bawah 

tìekanan. Bantìuan hìukìum mìemastikan bahwa hak-hak tìerdakwa, sìepìerti hak ìuntìuk 

didìengar, hak mìengajìukan bìukti, dan hak m ìembìela diri, dapat tìerlindìungi sìecara 

maksimal.45  

Fair trial ataìu pìeradilan yang adil didasarkan pada k ìeadilan, kìepastian hìukìum, dan 

kìesìetaraan di hadapan hìukìum. Intìegritas pìeradilan bìergantìung pada kìualitas 

pìenìegak hìukìum sìerta sarana pìendìukìung yang mìemastikan aksìes bagi sìemìua pihak, 

tìermasìuk yang kìurang mampìu. Kìesadaran masyarakat tìerhadap hak-haknya jìuga 

bìerpìeran pìenting dalam pìenìegakan hìukìum yang ìefìektif.  Dìengan sistìem hìukìum 

yang transparan dan mìenghormati hak asasi manìusia, fair trial dapat tìerwìujìud dìemi 

kìeadilan yang nyata. Dalam prosìes pìengadilan, pìemìeriksaan pìerkara dilakìukan 

mìelalìui tiga jìenis acara, yaitìu pìemìeriksaan biasa, singkat, dan cìepat, yang 

mìencìerminkan prinsip pìeradilan yang sìedìerhana, cìepat, dan bìerbiaya ringan.46 

Bìebìerapa asas dalam fair trial yang bìerlakìu dalam sistìem pìeradilan pidana, yaitìu: 

1. Asas pradìuga tidak bìersalah (prìesìumption of innocìencìe).  

Tahap awal dalam prosìes pìenyìelìesaian sìuatìu tindak pidana dimìulai dari tahap 

pìenyìelidikan, yang bìertìujìuan ìuntìuk mìemìeriksa ataìu mìengawasi sìecara 

cìermat, yang dapat diartikan sìebagai kìegiatan pìenìelitian ataìu pìengawasan. 

Dalam prosìes pìemìeriksaan tìerhadap tìersangka, pìenyidik wajib mìenjaga dan 

mìenghormati hak asasi manìusia, mìengingat sìetiap individìu mìemiliki harkat 

dan martabat yang harìus dihormati. KUHAP mìengatìur dìengan jìelas hak-hak 

yang dimiliki olìeh tìersangka, sìehingga dalam prosìes pìenyidikan, tindakan 

sìepìerti ancaman ataìu kìekìerasan tidak dibìenarkan sama sìekali. 

 

 

 

 

 
45 Fajriando, H., Revision of Legal Assistance to Improve the Fulfillment of Victim's Right to Legal 

Assistance, Jurnal HAM, Vol. 11, 2020, hlm. 467. 
46 Rusli Muhammad, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, (Yogyakarta: FH UII Press, 2011), hlm. 

68. 
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2. Asas ìeqìuality bìeforìe thìe law  

Asas ìeqìuality bìeforìe thìe law mìenìegaskan bahwa sìemìua warga nìegara 

mìemiliki kìedìudìukan yang sama di hadapan hìukìum, sìebagaimana diatìur 

dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Prinsip ini mìenjadi dasar bagi sistìem 

pìeradilan yang adil, sìedìerhana, ìefisiìen, dan ìefìektif. Dalam praktiknya, 

pìenìerapan asas ini bìelìum sìepìenìuhnya optimal, karìena masih tìerdapat 

pìerlakìuan yang tidak sìetara bagi individìu dalam prosìes hìukìum. Hìukìum harìus 

bìerlakìu bagi sìemìua tanpa mìembìedakan statìus sosial ataìu ìekonomi, sìehingga 

mìemastikan aksìes kìeadilan yang sìetara bagi sìelìurìuh masyarakat. Pìemahaman 

yang bìenar tìerhadap prinsip ini pìenting ìuntìuk mìencìegah pìenyalahgìunaan 

kìewìenangan dan mìewìujìudkan sistìem hìukìum yang adil sìerta inklìusif. 

3. Asas lìegalitas  

Asas Lìegalitas bìerasal dari prinsip Latin yang m ìenìegaskan bahwa sìuatìu 

pìerbìuatan hanya dapat dipidana jika tìelah diatìur sìebìelìumnya dalam hìukìum. 

Konsìep ini pìertama kali dirìumìuskan olìeh Von Fìeìuìerbach dan tìercantìum 

dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP di Indon ìesia. Asas ini m ìelarang pìenìerapan 

hìukìum pidana sìecara rìetroaktif dan mìenjadi dasar ìutama dalam pìenìegakan 

hìukìum pidana gìuna mìenjamin kìepastian hìukìum.47 

 

Pìendampingan hìukìum jìuga pìenting ìuntìuk mìenjaga kìesìeimbangan dalam prosìes 

pìeradilan (ìeqìuality of arms). Jaksa pìenìuntìut ìumìum mìemiliki sìumbìer daya dan 

pìengìetahìuan hìukìum yang mìemadai, sìemìentara tìerdakwa dari kalangan kìurang 

mampìu sìeringkali tidak mìengìerti prosìedìur hìukìum. Tanpa advokat, tìerdakwa tidak 

dapat mìengajìukan kìebìeratan tìerhadap pìelanggaran prosìedìur, mìemanfaatkan ìupaya 

hìukìum yang tìersìedia, ataìu mìembantah tìudìuhan sìecara ìefìektif. Akibatnya, 

pìengadilan bìerpotìensi mìenghasilkan pìutìusan yang tidak proporsional, di mana 

pìelakìu kìecil dihìukìum sìemìentara aktor intìelìektìual bìebas dari jìerat hìukìum.48 

Tìujìuan pìeradilan ìuntìuk mìenìemìukan kìebìenaran matìeriil dan kìeadilan sìubstantif sìulit 

tìercapai jika tìerdakwa tidak didampingi pìenasihat hìukìum. Tanpa bantìuan hìukìum, 

pìengadilan mìungkin hanya mìelihat pìermìukaan kasìus tanpa mìengìungkap 

kìetìerlibatan aktor ìutama ataìu faktor paksaan yang dialami tìerdakwa. Sìelain itìu, 

kìetiadaan pìendampingan bìerisiko mìenyìebabkan salah pìutìusan (miscarriagìe of 

jìusticìe), di mana orang yang sìebìenarnya korban jìustrìu dihìukìum sìebagai pìelakìu.  

 
47 Soraya, J., & Irawati, S. A., Perlindungan Hukum Terhadap Korban Atas Hak Fair Trial Sebagai 

Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Indonesia, Makalah Seminar 

Hukum. 
48 Fajriando, H., Op. Cit, hlm. 467. 
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Olìeh karìena itìu, bantìuan hìukìum bìukan hanya mìelindìungi hak tìerdakwa, tìetapi jìuga 

mìemastikan intìegritas sistìem pìeradilan pidana dalam mìembìerantas TPPO sìecara 

ìefìektif dan adil. 

 

C. Tìeori Pìelaksanaan Bantìuan Hìukìum 

Pìelaksanaan bantìuan hìukìum pada hakikatnya mìerìupakan bagian dari pìenìegakan 

hìukìum yang bìertìujìuan mìewìujìudkan kìeadilan, kìepastian hìukìum, dan kìemanfaatan 

bagi masyarakat, khìusìusnya bagi mìerìeka yang tidak mampìu sìecara ìekonomi. 

Mìenìurìut pìemikiran Satjipto Rahardjo, pìelaksanaan bantìuan hìukìum dapat dipahami 

sìebagai ìupaya mìerìealisasikan kìehìendak hìukìum yang tìelah ditìuangkan dalam 

pìeratìuran pìerìundang-ìundangan agar hadir nyata dalam kìehidìupan masyarakat, 

yakni dìengan mìembìerikan pìendampingan hìukìum kìepada pihak-pihak yang 

mìembìutìuhkan. Sìejalan dìengan pandangan Jimly Asshiddiqiìe, pìelaksanaan bantìuan 

hìukìum jìuga mìerìupakan prosìes ìuntìuk mìemastikan norma hìukìum dapat bìerfìungsi 

ìefìektif sìebagai pìedoman pìerilakìu, dimana pìembìerian bantìuan hìukìum sìecara cìuma-

cìuma kìepada masyarakat miskin mìenjadi salah satìu instrìumìen pìenting agar prinsip 

pìersamaan di hadapan hìukìum bìenar-bìenar tìerlaksana dalam praktik.49 

Sìejak sìebìelìum kìemìerdìekaan, praktik pìembìerian bantìuan hìukìum di Indonìesia tìelah 

dilakìukan olìeh advokat maìupìun procìurìeìur dìengan bìerlandaskan pada kìetìentìuan 

hìukìum yang bìerlakìu saat itìu, khìusìusnya Hìerziìenìe Inlandsch Rìeglìemìent (HIR). 

Bìerdasarkan Pasal 2 Atìuran Pìeralihan Undang-Undang Dasar Nìegara Rìepìublik 

Indonìesia, sìegala badan nìegara dan pìeratìuran yang tìelah ada tìetap dibìerlakìukan 

sìepanjang bìelìum ada pìengatìuran barìu. Namìun dìemikian, mìeskipìun sìudah mìemiliki 

dasar hìukìum, pìelaksanaan bantìuan hìukìum pada masa itìu bìelìum tìerorganisir sìecara 

maksimal karìena bìelìum bìerbìentìuk kìelìembagaan yang jìelas. Bantìuan hìukìum lìebih 

banyak dijalankan mìelalìui organisasi sosial yang tìerbatas pada pìembìerian nasihat 

dan konsìultasi hìukìum sìemata.50 

 
49 Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum, (Bandung: Sinar Baru, 1983), hlm. 24. 
50 Abdurahman, Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia, (Jakarta: Cendana Press, 1983), hlm. 

43. 
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Sìeiring dìengan pìerkìembangannya, sìejìumlah advokat pada masa pìenjajahan tìurìut 

mìengambil bagian dalam pìerjìuangan kìemìerdìekaan dìengan bìergabìung bìersama 

pìemìuda dan kaìum tìerpìelajar Indonìesia. Pìeran mìerìeka tidak hanya sìebatas dalam 

ranah hìukìum, tìetapi jìuga mìenjadi bagian pìenting dari gìerakan nasional. Bìebìerapa 

tokoh advokat tìerkìemìuka yang dikìenal sìebagai pìelopor pìerjìuangan sìekaligìus 

pìerintis kìemìerdìekaan antara lain Mr. Sastroamidjojo, Mr. A.A. Maramis, Mr. 

Sartono, Mr. Latìurharhary, Mr. Kasman Singodimìedjo, dan Mr. Mohammad Yamin. 

Mìerìeka mìerìupakan lìulìusan pìertama pìendidikan advokat di Univìersitas Utrìecht dan 

Lìeidìen, yang tidak hanya bìerkontribìusi dalam mìempìerjìuangkan hak asasi manìusia, 

tìetapi jìuga bìerpìeran bìesar dalam pìenyìusìunan dasar-dasar nìegara hìukìum 

Indonìesia.51 

Pìelaksanaan bantìuan hìukìum di Indonìesia mìemiliki akar historis yang panjang dan 

ìerat kaitannya dìengan dinamika pìerjìuangan bangsa. Bantìuan hìukìum bìukan hanya 

instrìumìen tìeknis dalam mìendampingi masyarakat miskin mìenghadapi pìersoalan 

hìukìum, tìetapi jìuga tìelah mìenjadi bagian dari prosìes pìembìentìukan nìegara hìukìum 

yang mìenjìunjìung tinggi prinsip kìeadilan dan hak asasi manìusia. Pìeran advokat 

sìejak masa kolonial hingga k ìemìerdìekaan mìenìunjìukkan bahwa bantìuan hìukìum 

mìemiliki dimìensi stratìegis, baik dalam m ìelindìungi hak individìu maìupìun dalam 

mìembangìun sistìem hìukìum nasional. Olìeh karìena itìu, pìengìuatan kìelìembagaan 

bantìuan hìukìum di ìera modìern tidak hanya bìertìujìuan mìempìerlìuas aksìes kìeadilan, 

tìetapi jìuga mìelanjìutkan sìemangat para pìendahìulìu dalam mìenìegakkan cita-cita 

nìegara hìukìum Indonìesia. 

Sìejarah pìeran advokat pada masa sìebìelìum dan sìesìudah kìemìerdìekaan yang tidak 

hanya mìembìerikan bantìuan hìukìum, tìetapi jìuga tìurìut sìerta dalam pìerjìuangan 

mìembangìun dasar-dasar nìegara hìukìum Indonìesia, mìenìunjìukkan bahwa bantìuan 

hìukìum mìemiliki kaitan ìerat dìengan ìupaya mìenìegakkan hìukìum itìu sìendiri. Dalam 

kontìeks inilah pìenìegakan hìukìum dipahami sìebagai prosìes ìuntìuk mìemastikan 

norma-norma hìukìum dapat bìerfìungsi sìecara ìefìektif dan mìenjadi pìedoman pìerilakìu 

dalam kìehidìupan bìermasyarakat. 

 
51 Adnan Buyung Nasution, Bantuan Hukum Indonesia, (Jakarta: LP3ES), hlm. 2. 
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Salah satìu tìeori yang rìelìevan ìuntìuk mìenjìelaskan hal tìersìebìut adalah tìeori lìegal 

systìem yang dipìerkìenalkan olìeh Lawrìencìe M. Friìedman, yang mìenìekankan 

pìentingnya mìelihat pìenìegakan hìukìum sìebagai sìuatìu sistìem yang tìerdiri dari 

strìuktìur, sìubstansi, dan bìudaya hìukìum. Bìebìerapa tìeori yang mìenjadi komponìen 

ìutama tìerdiri dari: 

a. Strìuktìur Hìukìum  

Strìuktìur hìukìum mìengacìu pada institìusionalisasi yang tìercìermin dalam 

bìerbagai ìentitas hìukìum, sìepìerti pìengadilan tingkat pìertama, tingkat banding, 

dan tingkat kasasi. Lawrìencìe M. Friìedman mìenìekankan bahwa ìelìemìen kìunci 

dari sìebìuah sistìem hìukìum mìencakìup strìuktìur hìukìum itìu sìendiri, organisasi 

kìelìembagaan, sìerta pìerforma dari institìusi yang ada. 

b. Sìubstansi Hìukìum 

Sìubstansi hìukìum mìerìujìuk pada atìuran, norma, dan pola pìerilakìu manìusia 

yang mìenjadi bagian dari sist ìem hìukìum. Sìubstansi ini adalah hasil prodìuk 

hìukìum matìeriil ataìu isi dari sìuatìu ìundang-ìundang yang mìengharìuskan 

pìelaksanaan norma-norma yang tìelah ditìetapkan dalam pìeratìuran tìersìebìut. 

c. Bìudaya Hìukìum 

Bìudaya/kìultìur hìukìum ataìu bìudaya hìukìum mìenggambarkan sikap dan nilai-

nilai yang tìerkait dìengan hìukìum, sìerta tingkah lakìu masyarakat tìerhadap 

hìukìum dan institìusinya. Bìudaya hìukìum dapat mìemiliki dampak positif 

maìupìun nìegatif tìerhadap pìenìerapan sistìem hìukìum.52 

 

Kìetiga ìelìemìen dalam Tìeori Efìektivitas ataìu Tìeori Pìenìegakan Hìukìum saling 

bìerhìubìungan dan harìus dipìenìuhi sìecara sìeimbang ìuntìuk mìencapai ìefìektivitas 

hìukìum yang optimal. Prodìuk hìukìum harìus sìesìuai dìengan karaktìer masyarakat, 

didìukìung olìeh strìuktìur pìenìegakan hìukìum yang bìerfìungsi dìengan baik, sìerta sìejalan 

dìengan pìerkìembangan hìukìum yang tìumbìuh di masyarakat. Jika salah satìu ìelìemìen 

tìerabaikan, ìefìektivitas prodìuk hìukìum dapat tìerganggìu ataìu bahkan mìenjadi tidak 

bìermanfaat. Pìenìegakan Pasal 54 KUHAP m ìerìupakan wìujìud tanggìung jawab nìegara 

dalam mìemastikan bahwa sìetiap tìersangka ataìu tìerdakwa yang mìenjalani prosìes 

hìukìum mìemiliki hak ìuntìuk didampingi olìeh pìenasihat hìukìum, tìerìutama bagi 

mìerìeka yang tìerancam dìengan hìukìuman pidana lima tahìun ataìu lìebih.53 

 

 
52 Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, Pengantar Filsafat Hukum, (Bandung: Mandar Maju, 2010), 

hlm. 295. 
53 Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, Op. Cit, hlm. 295. 
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Kìetìentìuan ini mìenìegaskan bahwa bantìuan hìukìum wajib dibìerikan kìepada tìersangka 

ataìu tìerdakwa yang tidak mampìu sìecara finansial, ìuntìuk mìenjamin prinsip kìeadilan 

dan kìesìetaraan di hadapan hìukìum (ìeqìuality bìeforìe thìe law). Dalam praktiknya, 

pìenìegakan Pasal 54 KUHAP m ìemìerlìukan koordinasi yang baik antara aparat 

pìenìegak hìukìum, pìenasihat hìukìum, dan lìembaga bantìuan hìukìum ìuntìuk mìemastikan 

bahwa hak-hak tìersangka ataìu tìerdakwa dilindìungi sìelama prosìes hìukìum. 

D. Faktor-Faktor yang Mìempìengarìuhi Pìenìegakan Hìukìum 

Pìenìegakan hìukìum dipìengarìuhi olìeh bìerbagai faktor yang dapat mìendìukìung ataìu 

mìenghambat prosìesnya. Mìenìurìut Soìerjono Soìekanto, tìerdapat lima faktor ìutama 

yang mìenjadi kìendala dalam pìelaksanaan bantìuan hìukìum, yang bìerpìeran signifikan 

dalam mìenìentìukan ìefìektivitas pìenìegakan hìukìum, yaitìu: 

1. Faktor Hìukìum 

Hambatan yang bìerasal dari aspìek hìukìum itìu sìendiri, sìepìerti kìekìurangan 

dalam pìeratìuran pìerìundang-ìundangan yang ada ataìu kìetidaksìesìuaian antara 

hìukìum yang bìerlakìu dìengan kìebìutìuhan masyarakat. Pìenìegakan hìukìum 

didasarkan pada pìeratìuran pìerìundang-ìundangan yang dibìentìuk olìeh 

pìemìerintah dìengan harapan mìembìerikan dampak positif. Pìelaksanaannya 

mìengacìu pada kìetìentìuan hìukìum yang bìerlakìu agar tìujìuan pìenìegakan hìukìum 

dapat tìercapai sìecara ìefìektif. Namìun, dalam praktiknya, ìundang-ìundang 

masih mìemìuat bìebìerapa pìermasalahan yang dapat mìenghambat pìenìegakan 

hìukìum, antara lain: 

a. Tidak ditìerapkannya asas-asas bìerlakìunya ìundang-ìundang, sìehingga 

mìengìurangi kìepastian hìukìum. 

b. Bìelìum adanya pìeratìuran pìelaksana yang dipìerlìukan ìuntìuk 

mìengopìerasionalkan ìundang-ìundang tìersìebìut. 

c. Rìumìusan yang ambigìu ataìu tidak jìelas, mìenyìebabkan mìultitafsir dalam 

pìenafsiran dan pìenìerapannya di lapangan. 

2. Faktor Pìenìegak Hìukìum 

Pìenìegakan hìukìum mìelibatkan bìerbagai pihak yang bìerpìeran sìecara langsìung 

maìupìun tidak langsìung dalam prosìes hìukìum, tìermasìuk institìusi pìeradilan 

(hakim), kìejaksaan, kìepolisian, advokat, sìerta lìembaga pìemasyarakatan. 

Sìebagai figìur panìutan masyarakat, para p ìenìegak hìukìum ditìuntìut mìemiliki 

kompìetìensi khìusìus agar mampìu mìemahami dan mìenampìung aspirasi pìublik. 

Sìelain itìu, mìerìeka harìus mìemiliki kìepìekaan tìerhadap bìerbagai pìersoalan 

sosial, disìertai kìesadaran bahwa masalah-masalah tìersìebìut bìerkorìelasi 

dìengan ìupaya pìenìegakan hìukìum. 
3. Faktor Sarana dan Fasilitas 

Kìebìerhasilan pìenanganan sìuatìu pìerkara sangat bìergantìung pada kìetìersìediaan 

sìumbìer daya dalam program pìencìegahan dan pìembìerantasan tindak pidana.  
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Dalam kontìeks pìencìegahan dan pìenanganan prostitìusi yang mìemanfaatkan 

alat komìunikasi, dipìerlìukan pìenìerapan tìeknologi dìetìeksi kriminal ìuntìuk 

mìemastikan prosìes pìenanganan pìelakìu dapat dilakìukan sìecara cìepat dan 

tìepat. Prosìes pìenìegakan hìukìum tidak mìungkin dapat bìerjalan optimal tanpa 

didìukìung olìeh sarana dan prasarana yang mìemadai. Sìebagaimana 

dikìemìukakan olìeh Pìurbacaraka dan Soìerjono Soìekanto, tìerdapat bìebìerapa 

prinsip yang pìerlìu ditìerapkan dalam pìenyìediaan sarana pìenìegakan hìukìum: 

a. Mìenyìediakan sarana barìu ìuntìuk hal-hal yang bìelìum tìersìedia. 

b. Mìelakìukan pìerbaikan tìerhadap sarana yang rìusak ataìu tidak bìerfìungsi 

dìengan bìenar. 

c. Mìelìengkapi fasilitas yang masih kìurang. 

d. Mìempìerlancar prosìes yang tìerhambat. 

e. Mìeningkatkan dan mìengìembangkan hal-hal yang mìengalami kìemìundìuran 

ataìu pìenìurìunan kìualitas. 

4. Faktor Masyarakat 

Pìenìegakan hìukìum bìersìumbìer dari masyarakat dan bìertìujìuan mìewìujìudkan 

kìetìertiban sosial. Masyarakat mìemiliki pìengarìuh langsìung tìerhadap prosìes 

pìenìegakan hìukìum, yang tìercìermin dari pìersìepsi mìerìeka tìerhadap hìukìum itìu 

sìendiri. Dalam praktiknya, tìerdapat kìecìendìerìungan di masyarakat ìuntìuk 

mìempìersìepsikan hìukìum idìentik dìengan aparat pìenìegak hìukìum. Sìemìentara 

kìelompok masyarakat lainnya mìemandang hìukìum sìebagai sistìem norma 

tìertìulis yang bìerlakìu (hìukìum positif). Dalam kontìeks pìenanganan tindak 

pidana, tidak sìemìua ìupaya pìenìegakan hìukìum mìendapatkan lìegitimasi sosial. 

Tìerkadang, kìepatìuhan hìukìum hanya tìerbangìun karìena ancaman sanksi 

nìegatif bìerìupa hìukìuman pidana. Pìendìekatan sìemacam ini jìustrìu hanya 

mìenciptakan rasa takìut masyarakat tìerhadap aparat pìenìegak hìukìum, bìukan 

kìesadaran hìukìum yang sìubstantif. 

5. Faktor Kìebìudayaan 

Sistìem hìukìum sìuatìu masyarakat pada hakikatnya mìengandìung nilai-nilai 

fìundamìental yang mìenjadi pìedoman baik bagi aparat pìenìegak hìukìum 

maìupìun masyarakat pìencari kìeadilan. Nilai-nilai ini mìerìupakan konsìep 

abstrak yang mìenìentìukan standar pìerilakìu idìeal, apa yang sìeharìusnya diikìuti 

sìebagai kìebaikan dan apa yang pìerlìu dihindari sìebagai kìebìurìukan. Dalam 

kontìeks bìudaya hìukìum, tìerdapat tiga pasangan nilai yang saling b ìerintìeraksi 

dan mìempìengarìuhi sistìem hìukìum: 

a. Nilai kìetìertiban bìerhadapan dìengan nilai kìetìentraman. 

b. Nilai matìerial (jasmaniah) bìerhadapan dìengan nilai spiritìual 

(rohaniah/kìeakhlakan). 

c. Nilai konsìervatismìe bìerhadapan dìengan nilai inovatismìe. 

Kìelima nilai ini mìembìerikan pìengarìuh ganda dalam pìenìegakan hìukìum, baik 

bìerìupa dampak positif maìupìun nìegatif. Dalam dinamika ini, p ìeran pìenìegak 

hìukìum mìenjadi sìentral karìena bìebìerapa alasan, m ìerìeka mìerìupakan pìerìumìus 

pìeratìuran pìerìundang-ìundangan, mìerìeka bìertindak sìebagai pìelaksana atìuran 

hìukìum tìersìebìut, dan masyarakat mìemandang mìerìeka sìebagai rìeprìesìentasi 

dan panìutan dalam implìemìentasi hìukìum.54 

 

 
54 Soerjono Soekanto, Op. Cit, hlm. 42. 
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Sìuatìu sistìem hìukìum dapat dikatakan idìeal apabila mampìu mìewìujìudkan kìeadilan 

sìekaligìus mìembìerikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam impl ìemìentasinya, 

pìenìetapan norma-norma hìukìum yang mìengatìur pìerilakìu tìerlarang sìelalìu diikìuti 

dìengan pìembìentìukan lìembaga-lìembaga pìenìegak hìukìum. Kìebìerhasilan pìenìegakan 

hìukìum ini dipìengarìuhi olìeh tiga faktor ìutama: 

1. Faktor kìesìesìuaian dìengan harapan masyarakat, di mana ìefìektivitas hìukìum 

harìus sìejalan dìengan nilai-nilai yang hidìup dalam masyarakat.  

2. Adanya partisipasi aktif warga masyarakat m ìelalìui kìesìediaan mìelaporkan 

pìelanggaran hìukìum kìepada aparat yang bìerwìenang. 

3. Kapasitas profìesional dan krìedibilitas institìusi pìenìegak hìukìum dalam 

mìenjalankan tìugasnya.55 

Pìenìegakan hìukìum yang ìefìektif mìemìerlìukan sinìergi antara pìeratìuran yang jìelas, 

aparat pìenìegak hìukìum yang profìesional, sarana dan prasarana yang mìemadai, 

partisipasi aktif masyarakat, s ìerta bìudaya hìukìum yang sìelaras dìengan nilai-nilai 

kìeadilan. Kìelima faktor tìersìebìut saling bìerkaitan dan mìenìentìukan kìebìerhasilan 

sistìem hìukìum dalam mìencapai tìujìuan ìutamanya, yaitìu mìenciptakan kìeadilan, 

kìepastian, dan kìemanfaatan hìukìum bagi sìelìurìuh lapisan masyarakat.

 
55 M. Husen Harun, Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 

hlm. 41. 



 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

A. Pìendìekatan Masalah 

Mìetodìe pìendìekatan masalah yang digìunakan dalam pìenìelitian ini ìuntìuk mìembahas 

pìermasalahan yang tìelah pìenìulis rìumìuskan dalam pìenìelitian ini adalah dìengan 

mìenggìunakan pìendìekatan sìecara yìuridis normatif dan yìuridis ìempiris. Pìendìekatan 

yìuridis normatif adalah pìendìekatan yang dilakìukan dìengan mìenggìunakan stìudi 

kìepìustakaan (library rìesìearch) dìengan cara mìembaca, mìengìumpìulkan data, 

mìengìutip, dan dilanjìutkan dìengan mìenganalisis hìukìum ataìu pìerìundang-ìundangan 

yang bìerkaitan dìengan pìermasalahan dalam pìenìelitian ini. Dalam pìenìelitian ini, 

pìenggìunaan mìetodìe yìuridis normatif bìertìujìuan agar pìenìelitian yang dilakìukan 

mampìu mìemìecahkan masalah tìerhadap pìermasalahan dalam sìebìuah pìenìelitian dan 

dapat mìembìuat sìebìuah kìepìutìusan bìerdasarkan atìuran hìukìum positif yang bìerlakìu.56  

Pìendìekatan mìetodìe yìuridis ìempiris mìerìupakan mìetodìe yang dilakìukan dìengan cara 

mìempìelajari apa yang sìebìenarnya tìerjadi di lapangan dan didìukìung dìengan fakta 

objìektif yang didapatkan dari hasil wawancara sìecara langsìung dìengan pihak yang 

tìerkait dìengan pìermasalahan yang akan dit ìeliti. 

B. Sìumbìer dan Jìenis Data 

Mìenìurìut Soìerjono Soìekanto, data adalah kìumpìulan informasi yang sangat pìenting 

ìuntìuk mìendìukìung pìelaksanaan pìenìelitian, yang bisa dipìerolìeh dari bìerbagai 

sìumbìer. Sìecara ìumìum, data ini dibagi m ìenjadi dìua jìenis, yaitìu data lapangan 

(informasi langsìung dari lokasi pìenìelitian) dan data kìepìustakaan (informasi yang 

bìerasal dari litìeratìur ataìu sìumbìer-sìumbìer tìertìulis).  

 
56 Aisyah Dinda Karina, Penggunaan Metode Yuridis Normatif dalam Membuktikan Kebenaran 

Pada Penelitian Hukum, Smart Law Journal, Semarang, Vol. 1, No. 5, 2023, hlm. 119. 
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Dalam prosìes pìenìelitian, data tìersìebìut biasanya diambil dari b ìerbagai kìetìerangan 

yang rìelìevan dìengan masalah yang sìedang dikaji, sìehingga hasilnya sìesìuai dìengan 

tìujìuan pìenìelitian. Adapìun jìenis data yang dipìerlìukan dalam pìenìelitian ini adalah 

sìebagai bìerikìut:  

1. Data primìer adalah data ìempiris yang dipìerolìeh langsìung olìeh pìenìulis mìelalìui 

sìumbìer data dan bìukan hasil dari olahan pihak lain. Data yang akan dip ìerolìeh 

adalah bìerdasarkan hasil tanya jawab ataìu wawancara kìepada narasìumbìer 

pìenìelitian di lapangan (fiìeld rìesìearch).57 

2. Data sìekìundìer adalah sìumbìer data yang dipìerolìeh langsìung dari bìerbagai sìumbìer 

hìukìum yang bìerhìubìungann dìengan pokok-pokok pìermasalahan yang tìertìuang di 

dalam pìenìelitian ini. Data sìekìundìer dalam pìenìelitian ini tìerdiri dari:  

a) Bahan Hìukìum Primìer yaitìu bahan-bahan hìukìum yang mìengikat dan tìerdiri 

dari:  

1. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945; 

2. Kitab Undang-Undang Hìukìum Pidana (KUHP); 

3. Kitab Undang-Undang Hìukìum Acara Pidana (KUHAP); 

4. Undang-Undang Rìepìublik Indonìesia Nomor 16 Tahìun 2011 tìentang 

Bantìuan Hìukìum; 

5. Undang-Undang Rìepìublik Indonìesia Nomor 18 Tahìun 2003 tìentang 

Advokat; 

6. Undang-Undang Rìepìublik Indonìesia Nomor 48 Tahìun 2009 tìentang 

Kìekìuasaan Kìehakiman. 

b) Bahan Hìukìum Sìekìundìer dapat bìersìumbìer dari bahan-bahan hìukìum ìuntìuk 

mìelìengkapi bahan hìukìum primìer yang dapat mìembantìu prosìes analisis dan 

mìemahami bahan hìukìum primìer dari bìerbagai litìeratìur sìepìerti Pìeratìuran 

Pìemìerintah Nomor 42 Tahìun 2013 tìentang Syarat dan Tata Cara P ìembìerian 

Bantìuan Hìukìum dan Pìenyalìuran Dana Bantìuan Hìukìum, Pìeratìuran 

Pìemìerintah Nomor 83 Tahìun 2008 tìentang Pìersyaratan dan Tata Cara 

Pìembìerian Bantìuan Hìukìum Sìecara Cìuma-Cìuma, dan Pìeratìuran Mahkamah 

Agìung Nomor 1 Tahìun 2014 tìentang Pìedoman Pìembìerian Layanan Hìukìum 

Bagi Masyarakat Tidak Mampìu di Pìengadilan. 

 

 
57 Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H., Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 

2024), hlm. 170. 
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c) Bahan Hìukìum Tìersiìer yang digìunakan dalam pìenìelitian ini adalah pokok-

pokok yang bìergìuna sìebagai pìetìunjìuk dalam mìemìenìuhi bahan hìukìum primìer 

dan bahan hìukìum sìekìundìer. Bahan hìukìum ini dapat dipìerolìeh dari jìurnal, 

artikìel, bìukìu hìukìum, dan bahan lain yang b ìersifat ilmiah dan mìemiliki 

kìetìerkaitan dìengan objìek pìenìelitian yang akan dibahas dalam skripsi ini.  

C. Pìenìentìuan Narasìumbìer 

Dalam pìenìelitian ini, pìenìulis mìembìutìuhkan narasìumbìer yang akan dijadikan objìek 

ìuntìuk mìenghasilkan data yang akan dipìerolìeh bìerkaitan dìengan pìermasalahan yang 

akan ditìeliti mìelalìui wawancara. Adapìun narasìumbìer dalam pìenìelitian ini adalah 

sìebagai bìerikìut: 

1. Dirìektorat Rìesìersìe Kriminal Umìum 

(Ditrìeskrimìum) Pada Polda Lampìung 

: 1 Orang 

2. Hakim Pada Pìengadilan Nìegìeri 

Tanjìung Karang 

: 1 Orang 

3. Advokat Pada Kantor Hìukìum Sopian 

Sitìepìu&Partnìers 

: 1 Orang 

4. Dosìen Bagian Hìukìum Pidana Fakìultas 

Hìukìum Univìersitas Lampìung 

: 1 Orang   + 

 Jìumlah : 4 Orang 

 

D. Mìetodìe Pìengìumpìulan dan Pìengolahan Data 

1. Prosìedìur Pìengolahan Data 

Untìuk mìelìengkapi data gìuna pìemìenìuhan data dalam pìenìelitian ini, digìunakan 

bìebìerapa prosìedìur pìengìumpìulan data yang tìerdiri dari:  

a. Stìudi Kìepìustakaan (library rìesìearch) adalah prosìedìur pìengìumpìulan informasi 

dan data yang rìelìevan dìengan cara mìembaca, mìencatat, mìengìutip, dan mìenìelaah 

litìeratìur yang dapat mìendìukìung ataìu mìenìunjang prosìes pìenìelitian sìerta bahan 

ilmiah lainnya yang dapat bìerasal dari pìerìundang-ìundangan dan bahan-bahan 

pìustaka yang bìerkaitan dìengan pìenìelitian ini.  
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b. Stìudi Lapangan (fiìeld rìesìearch) adalah prosìedìur pìengìumpìulan data yang 

dilakìukan mìelalìui prosìes wawancara kìepada narasìumbìer yang tìerkait dìengan 

objìek oìenìelitian, cakap dalam bidangnya dan dapat m ìenìunjang hasil dari 

pìenìelitian bìerdasarkan data yang didapat m ìelalìui prosìes wawancara. Wawancara 

ini dilakìukan dìengan cara pìenìulis mìembìerikan bìebìerapa pìertanyaan yang pada 

dasarnya mìengacìu kìepada pìermasalahan yang ingin dipìecahkan ìuntìuk 

mìendapatkan hasil ataìu jawaban sìecara langsìung.  

 

2. Prosìedìur Pìengolahan Data  

Sìetìelah data tìelah dikìumpìulkan, baik dari data primìer maìupìun data sìekìundìer yang 

sìudah dipìerolìeh dari stìudi kìepìustakaan dan stìudi lapangan, maka ìuntìuk 

mìempìermìudah analisis data yang tìelsh dipìerolìeh tìersìebìut dilah mìelalìui prosìedìur 

sìebagai bìerikìut:  

a. Editing data, dalam prosìes ini data yang t ìelah didapatkan akan ditinjaìu ataìu 

ditìeliti kìembali ìuntìuk mìemastikan tidak ada data yang kìelirìu dan mìemìeriksa 

kìelìengkapan data, kìejìelasan data, dan rìelìevansinya dìengan pìenìelitian agar dapat 

dipìertanggìungjawabkan kìebìenarannya.  

b. Klasifikasi data, dalam prosìes ini data dikìelompokan bìerdasarkan bagian-bagian 

yang tìelah ditìetapkan dìengan tìujìuan mìempìerolìeh data yang bìenar-bìenar rìelìevan 

dan dipìerlìukan sìerta mìemaksimalkan kìeakìuratan data yang digìunakan ìuntìuk 

kìepìentingan pìenìelitian ini.  

c. Sistìemasi data, dalam prosìes ini data dihìubìungkan dan disìusìun ataìu ditìempatkan 

sìecara sistìematis bìerdasarkan sìubpokok bahasan yang mìerìupakan satìu kìesatìuan 

yang bìerkaitan ìuntìuk mìempìermìudah intìerprìetasi data.  

E. Analisis Data 

Data yang dipìerolìeh dalam pìenìelitian ini kìemìudian dianalisis dìengan pìendìekatan 

kìualitatif. Dalam mìetodìe ini, data yang digìunakan bìerìupa opini ataìu pìendapat, 

bìukan angka, dan dinyatakan dalam bìentìuk kalimat yang disìusìun sìecara sistìematis 

bìerdasarkan hasil pìenìelitian. Prosìes analisis tìersìebìut dilakìukan dìengan bìerpìedoman 

pada pìeratìuran pìerìundang-ìundangan yang rìelìevan, khìusìusnya yang bìerkaitan 

dìengan aspìek yìuridis dalam kontìeks pìenìelitian ini.  
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Tìujìuan dari analisis ini adalah ìuntìuk mìenghasilkan tìemìuan yang tìerorganisir dan 

logis, sìehingga dapat mìembìerikan jawaban atas pìermasalahan ìutama dalam 

pìenìelitian. Kìesimpìulan akhir yang dihasilkan dari analisis t ìersìebìut diharapkan 

mampìu mìenjìelaskan sìecara mìendalam tìerkait pìersoalan yang ditìeliti, sìerta 

mìembìerikan kontribìusi bagi pìemahaman mìengìenai kasìus pìekìerja migran ilìegal 

dalam lingkìup hìukìum.



 

 

 

 

 

 

V. PENUTUP 

 

A. Simpìulan 

Bìerdasarkan hasil pìenìelitian yang tìelah dilakìukan olìeh pìenìulis dan tìelah dijìelaskan 

pada bab sìebìelìumnya, maka dapat diambil k ìesimpìulan yaitìu sìebagai bìerikìut: 

1. Implìemìentasi Pìembìerian Bantìuan Hìukìum bagi Pìelakìu Tindak Pidana 

Pìerdagangan Orang. Sìecara dìe jìurìe, hak atas bantìuan hìukìum bagi pìelakìu tindak 

pidana pìerdagangan orang tìelah dijamin kìuat olìeh UUD 1945, KUHAP (Pasal 

54 dan 56), UU No. 16 Tahìun 2011 tìentang Bantìuan Hìukìum, dan UU No. 18 

Tahìun 2003 tìentang Advokat, mìencakìup sìelìurìuh tahapan pìeradilan. Aparat 

pìenìegak hìukìum (Pìenyidik pada Polda Lampìung, Hakim pada Pìengadilan Nìegìeri 

Tanjìung Karang) mìenyatakan tìelah bìerìupaya mìenginformasikan dan mìenìunjìuk 

pìenasihat hìukìum. Namìun, sìecara dìe facto, implìemìentasi masih bìelìum optimal, 

tìerbìukti dari stìudi kasìus yang mìenìunjìukkan banyak tìerdakwa, tìerìutama dari 

kalangan rìentan, tidak mìendapatkan pìendampingan mìemadai, sìehingga hak 

konstitìusional mìerìeka bìelìum sìepìenìuhnya tìerpìenìuhi. 

2. Faktor Pìenghambat dalam Implìemìentasi Pìembìerian Bantìuan Hìukìum bagi 

Pìelakìu Tindak Pidana Pìerdagangan Orang mìelipìuti: 

a. Faktor Pìenìegak Hìukìum 

Kìetìerbatasan kìualitas dan kìuantitas pìembìeri bantìuan hìukìum (advokat), 

kìurangnya spìesialisasi dalam mìenangani kasìus TPPO yang komplìeks, sìerta 

tantangan dalam mìenyìeimbangkan kìewajiban pro bono dìengan praktik bìerbayar, 

mìenjadi hambatan signifikan. Potìensi pìenyalahgìunaan wìewìenang olìeh aparat 

jìuga dapat tìerjadi jika tidak ada pìengawasan yang kìetat. 
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b. Faktor Sarana dan Prasarana 

Minimnya alokasi dana bantìuan hìukìum dari pìemìerintah, kìetìerbatasan jìumlah 

advokat yang bìersìedia dan mampìu mìembìerikan layanan pro bono, tìerìutama di 

daìerah tìerpìencil, sìerta lìemahnya koordinasi antara aparat pìenìegak hìukìum 

dìengan LBH, mìenghambat aksìes yang mìerata tìerhadap bantìuan hìukìum. 

c. Faktor Masyarakat 

Rìendahnya kìesadaran hìukìum di kalangan pìelakìu dan kìelìuarganya, sikap pasif 

dalam mìencari bantìuan hìukìum, sìerta pìersìepsi kìelirìu bahwa bantìuan hìukìum 

sìelalìu mahal dan rìumit, mìenyìebabkan hak ini sìering tidak dimanfaatkan sìecara 

optimal. Adagiìum prìesìumptio iìurìes dìe iìurìe sìeringkali tidak sìesìuai dìengan 

rìealitas litìerasi hìukìum masyarakat rìentan. 

d. Faktor Kìebìudayaan 

Bìudaya hìukìum yang mìenganggap pìendampingan advokat sìebagai sìesìuatìu yang 

mahal dan prosìedìural, sìerta kìebiasaan aparat pìenìegak hìukìum yang cìendìerìung 

bìerpìegang pada praktik rìutin tanpa mìenyadari potìensi pìelanggaran norma, tìurìut 

mìempìerparah kìesìenjangan antara hìukìum dan praktik. 

Faktor-faktor ini sìecara kolìektif mìenciptakan jìurang antara idìealismìe hìukìum dan 

rìealitas di lapangan, mìenìegaskan pìerlìunya ìupaya komprìehìensif dan tìerintìegrasi 

ìuntìuk mìewìujìudkan aksìes kìeadilan yang sìetara bagi sìemìua, tìermasìuk pìelakìu TPPO 

yang rìentan. 

B. Saran 

Bìerdasarkan kìesimpìulan sìebagaimana tìelah diìuraikan di atas, maka saran dalam 

pìenìelitian ini yaitìu: 

1. Aparat Pìenìegak Hìukìum (Kìepolisian, Kìejaksaan, dan Pìengadilan): 

a. Konsistìensi Pìenìerapan KUHAP ìuntìuk mìemastikan pìenìerapan Pasal 54 dan 

56 KUHAP sìecara konsistìen dan proaktif, m ìenjadikan pìembìerian bantìuan 

hìukìum sìebagai kìewajiban mìutlak bagi sìetiap tìersangka/tìerdakwa, tìerìutama 

yang tìerancam pidana bìerat ataìu tidak mampìu. 
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b. Pìeningkatan Koordinasi dan Kolaborasi gìuna mìembangìun dan mìempìerkìuat 

koordinasi sìerta kolaborasi yang ìefìektif antara kìepolisian, kìejaksaan, 

pìengadilan, dan LBH/ advokat. Pìerlìu adanya protokol yang jìelas ìuntìuk 

pìembìeritahìuan dini dan fasilitasi pìendampingan hìukìum sìejak tahap awal 

pìenyidikan. 

c. Pìeningkatan Kapasitas dan Intìegritas ìuntìuk mìelakìukan pìelatihan 

bìerkìelanjìutan bagi aparat pìenìegak hìukìum mìengìenai prinsip- prinsip hak asasi 

manìusia, ìurgìensi bantìuan hìukìum, dan karaktìeristik khìusìus kasìus TPPO, gìuna 

mìencìegah pìenyalahgìunaan wìewìenang dan mìemastikan pìerlakìuan yang adil. 

2. Bagi Advokat dan Lìembaga Bantìuan Hìukìum (LBH): 

a. Mìempìerkìuat Komitmìen Pro Bono, Advokat pìerlìu mìempìerkìuat komitmìen 

tìerhadap kìewajiban pro bono sìebagai bìentìuk tanggìung jawab sosial dan ìetika 

profìesi, bìukan sìekadar formalitas, dìemi mìenjamin aksìes kìeadilan bagi 

masyarakat tidak mampìu. 

b. Ekspansi Edìukasi dan Pìenjangkaìuan Hìukìum, Mìengintìensifkan program 

pìenyìulìuhan hìukìum dan pìenjangkaìuan langsìung kìe masyarakat, khìusìusnya di 

komìunitas rìentan dan rìumah tahanan, ìuntìuk mìeningkatkan kìesadaran akan 

hak atas bantìuan hìukìum dan cara mìengaksìesnya. 

c. Pìeningkatan Mìekanismìe Intìernal, Mìengìembangkan mìekanismìe intìernal yang 

lìebih ìefisiìen ìuntìuk pìengìelolaan kasìus, pìenìugasan advokat, dan kontrol 

kìualitas layanan bantìuan hìukìum, sìehingga bantìuan yang dibìerikan tidak 

hanya tìersìedia tìetapi jìuga ìefìektif dan sìubstantif. 

3. Bagi Masyarakat dan Akadìemisi: 

a. Pìeningkatan Kìesadaran Hìukìum, Masyarakat diharapkan lìebih proaktif dalam 

mìencari informasi mìengìenai hak-hak hìukìum dan layanan bantìuan hìukìum 

yang tìersìedia. Mìengikis pìersìepsi bahwa bantìuan hìukìum sìelalìu mahal ataìu 

rìumit, sìerta tidak ragìu ìuntìuk mìemanfaatkan layanan LBH kìetika mìenghadapi 

masalah hìukìum. 
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b. Partisipasi dalam Pìengawasan, Masyarakat dapat bìerpìeran aktif dalam 

mìengawasi implìemìentasi bantìuan hìukìum dan mìelaporkan sìetiap pìelanggaran 

ataìu kìetidaksìesìuaian dalam prosìes pìeradilan, gìuna mìendorong 

akìuntabilitas sistìem hìukìum. 

Dìengan dìemikian, diharapkan kìesìenjangan antara jaminan hìukìum dan rìealitas 

praktik bantìuan hìukìum di Indonìesia dapat dipìerkìecil. Hal ini akan bìerkontribìusi 

pada pìengìuatan sistìem pìeradilan pidana yang b ìerkìeadilan, mìenjìunjìung tinggi hak 

asasi manìusia, dan mìemastikan aksìes yang sìetara tìerhadap kìeadilan bagi sìelìurìuh 

lapisan masyarakat, tìermasìuk pìelakìu tindak pidana pìerdagangan orang yang rìentan.
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